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MOTTO  

 

Semua perjanjian harus kita laksanakan harus dengan tidak bertentangan dengan 

kepatutan dan keadilan 

(Subekti, 1985: 139)  
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ABSTRAK 

Sengketa wanprestasi akad pembiayaan murabahah antara PT.BPRS 

Gunung Slamet dengan nasabahnya yang diadili oleh Pengadilan Agama Cilacap. 

Dalam sengketa tersebut nasabah telah melakukan perbuatan wanprestasi akan 

tetapi nasabah hanya dipinjam namanya untuk kepentingan orang lain. Dalam hal 

ini PT.BPRS Gunung Slamet tidak mengetahui bahwa nasabah yang melakukan 

wanprestasi hanya dipinjam nama untuk kepentingan orang lain. Majelis Hakim 

dalam putusan menyatakan bahwa mengabulkan gugatan penggugat sebagian 

selain dan selebihnya tidak dapat diterima. Penulis menganalisis pertimbangan 

hukum hakim dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana dan ketentuan 

pengalihan hak tanggungan dalam putusan Nomor 3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Kepustakaan (library research) 

yaitu penelitian yang fokus pada objek penelitian berupa Putusan Pengadilan 

Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp. Adapun pendekatan 

penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, selain itu penulis juga 

menggunakan pendekatan kasus (cases approach). Metode pengumpulan data 

yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan 

yaitu Salinan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 

3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp. 

Hasil analisis yang dilakukan menunjukan bahwa terdapat gugatan yang 

tidak dapat diterima yaitu mengenai permohonan ijin mengeksekusi jaminan para 

tergugat, karena dalam perkara a quo tergugatnya tunggal dan tidak didukung 

dengan posita. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap menghukum Tergugat 

untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 

303.717.140,00, karena Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera janji/ 

Wanprestasi. Berkaitan dengan perkara ini bukan merupakan perkara hak 

tanggungan karena tergugat dalam hal ini hanya digunakan sebagai atas nama 

untuk kepentingan orang lain.dan dalam hal ini bukan termasuk objek hak 

tanggungan. 

 

Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Transaksi Murabahah, Hak Tanggungan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 

tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan 

beberapa penyesuaian menjadi berikut: 

A. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

  alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

  ba B  be ب

  ta  T  te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

  jim  J  je ج

 h{a h} ha (dengan titik di bawah) ح

  kha Kh ka dan ha خ

  dal D de د

 z\al  Z| zet (dengan titik di atas) ذ

  ra  R  er ر

  za Z  zet  ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a  t} te (dengan titik di bawah) ط
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 z}a z}  Zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain  ...‘... Koma terbalik ke atas‘ ع

  gain  G  Ge غ

  fa  F  Ef ف

  qaf  Q  Ki ق

 kaf  K  Ka ك

  lam  L  El ل

  mim  M  Em م

  nun  N  En ن

  wawu  W We و

  ha  H Ha ه

  Hamzah  ‘ Apostrof ء

  ya  Y  Ye ي

 

B. Vokal  

1. Vokal tunggal (monoftong) 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Lain Nama 

  َ  fath>ah  A  A  

  ِ  kasrah  I  I 

  ِ  d}amah  U  U  

Contoh:    ك ت ب- kataba       ُي ذْه ب - yaz\habu  

2. Vokal rangkap (diftong) 

Vokal rangkap bahsa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 



 

 x 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 

َ  يْ   fath}ah dan ya Ai a dan i 

َُ وْ   fath}ah dan 

wawu 

Au  a dan u 

Contoh:     ك يْف-kaifa           ه وْل - haula 

C. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda: 

Tanda dan huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

َ  ا  fath}ah dan alif  A} a dan garis di 

atas 

ِ  ي    kasrah dan ya I@ i dan garis di atas 

ِ  و  d}amah dan wawu U< u dan garis di 

atas  

Contoh: 

 qi>la - قِيْل        qa>la - ق ال  

 yaqu>lu - ي  قُوْلُ     <rama - ر مى 

D. Ta marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua: 

1) Ta marbu>t}ah hidup 

Ta marbu>t}ah yang hidup atau mendapatkan h}arakat fath}ah, kasrah, dan 

d}ammah, transliterasinya adalah /t/. 

2) Ta marbu>>t}ah mati 

Ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat h}arakat sukun, transliterasinya 

adalah /h/.  

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbu>t}ah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka ta marbu>t}ah itu ditransliterasi dengan ha (h) 

Contoh:  
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 Raud}ah al-Atfa>l روضة الأ طفال

 Al-Madi>nah al-Munawwarah المدينة المنورة

 Talh}ah طلحة

 

E. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yatu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu: 

Contoh: 

 nazzala - نزّل         <rabbana - ربنّا 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dnegan huruf, yaitu 

 namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata ,ال

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti 

huruf qamariyyah. 

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah, kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 

yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu.  

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang 

dituis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sambung atau hubung. 

Contoh: 

القلم      al-rajulu -  الرجل  - al-qalamu 

 

 



 

 xii 

G. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. 

Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu 

terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh:  

Hamzah di awal اكل Akala  

Hamzah di tengah تأخدون ta’khuz\u>na 

Hamzah di akhir  ّوءالن  an-nau’u 

 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, ditulis secara 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa 

dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisah perkata dan bisa pula 

dirangkaikan. Namun penulisan kata ini dengan perkata. 

Contoh:  

 wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n :   وان الله لهو خير الرالميزان 

 fa aufu> al-kaila waal-mi>zan :    فاوفوا الكيل والميزان 

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf 

awal kata sandang. 

Contoh:  

 Wa ma>Muh}ammadun illa> rasu>l ومامحمد الا رسول

 Wa laqad raa>hu bi al-ufuq al-mubi>n ولقد راه بالافق المبين
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KATA PENGANTAR 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kontrak pembiayaan Syariah memudahkan setiap orang untuk 

memenuhi keperluan mereka dan apa yang tidak dapat mereka penuhi sendiri 

tanpa bantuan orang lain. Salah satunya adalah dalam pembiayaan 

Murabahah, jual beli produk pada harga awal dan kenaikan keuntungan yang 

telah dipersetujui. Di dalam murabahah, pembeli hendaklah menyatakan 

harga produk yang dibeli dan mengira jumlah tambahan.
1
 

Jual beli dengan akad murabahah merupakan alternatif yang sering 

digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam dunia 

perbankan syariah akad pembiayaan murabahah adalah salah satu produk 

perbankan syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah. Akad 

murabahah ini merupakan akad jual beli dimana penjual harus memberikan 

kejelasan tentang harga pokok dari objek yang dibeli dan ia harus menentukan 

besaran keuntungannya sebagai tambahan melalui kesepakatan. Pada dasarnya 

karakteristik dari akad murabahah ini adalah bahwa penjual harus 

memberikan penjelasan harga pembelian suatu produk dan menyebutkan 

jumlah keuntungan yang ditambahkan ke biaya tersebut kepada pembeli.
2
 

                                                 
1 Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, “Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah 

dalam Perspektif Hukum Indonesia”, Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, 

Vol.1, No.2, Desember 2017,hlm.213-214. 
2 Bagya Agung Prabowo, “Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa 

Kritis Akad Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia”, Jurnal 

Hukum,Vol.16 no.1, Januari 2019,hlm.108. 
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Dalami Pasali 1i angkai 7i Peraturani Banki Indonesiai Nomori 

7/46/PBI/2005i tentangi Akadi Penghimpunani dani Penyalurani Danai Bagii Banki 

yangi Melaksanakani Kegiatani Usaha.i Berdasarkani prinsipi syariahi Murabahahi 

adalahi juali belii barangi sebesari hargai pokoki barangi dii tambahi dengani margini 

keuntungani yangi disepakati.i Dalami Pasali 20i angkai 6i Peraturani Mahkamahi 

Agungi Nomori 02i Tahuni 2008i tentangi Kompilasii Hukumi Ekonomii Syariah.i 

Murabahahi adalahi pembiayaani salingi menguntungkani yangi dilakukani olehi 

sahibi al-Mali (pemiliki modal)i dengani pihaki yangi membutuhkani melaluii 

transaksii juali belii dengani penjelasani bahwai hargai pengadaani barangi dani 

hargai juali terdapati nilaii lebihi yangi merupakani keuntungani ataui labai bagii 

sahibi al-mali dani pengembaliannyai dilakukani secarai tunaii ataui angsur.
3
 

Dengan dasar itu dari awal pembayaran sampai waktu pelaksanaan. 

Lembaga keuangan syariah tidak diperbolehkan mengubah akad yang sudah 

disepakati dalam perjanjian tersebut. Dalam perbankan syariah jual beli 

dengan akad pembiayaan murabahah yang dilakukan dengan pola pengadaan 

barang wajib barangnya sudah siap untuk dipergunakan dan jelas harganya. 

Beda halnya dengan kredit pada perbankan konvensional, berupa bentuk 

pinjam meminjam yang belum jelas ada atau tidak barangnya, karena salah 

satu perbedaannya dengan akad murabahah, akad kredit konvensional ini 

tidak mewajibkan adanya barang.
4
 

Pembiayaan akad murabahah di lembaga keuangan syariah, lebih 

besar porsentasenya jika kita bandingkan dengan akad mudharabah atau akad 

                                                 
3 Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, “Pembiayaan Murabahah”, hlm.218. 
4 Nurnasrina dan Adiyes Putra, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Pekanbaru: 

Cahaya Firdaus, 2018),hlm.30. 
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bagi hasil lainnya. Dominasi ini membuktikan pembiayaan tersebut memiliki 

banyak keuntungan. Pertama kepastian pembeli, kedua kepastian keuntungan 

dan yang ketiga akad ini paling mudah digunakan dan diaplikasikan oleh bank 

syariah itu sendiri. Selain itu tingginya pembiayaan murabahah terjadi karena 

akad ini mempunyai resiko yang lebih kecil.
5
 Dominasi terhadap pembiayaan 

dengan akad murabahah menjadikan sengketa terhadap akad itu juga lebih 

banyak dari akad lain. 

Sengketa yang memungkinkan terjadi pada akad pembiayaan 

murabahah yaitu sengketa wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi 

merupakan keadaan dimana ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi 

prestasinya, diantaranya tidak melakukan sesuatu, tidak menyerahkan sesuatu 

dan melakukan atau menyerahkan sesuatu akan tetapi tidak pada waktunya. 

Dalam perjanjian pembiayaan, wanprestasi terjadi ketika debitur keliru 

berprestasi, debitur tidak sama sekali berprestasi dan debitur terlambat 

berprestasi, sehingga tidak terlaksananya prestasi dalam perjanjian tersebut 

yang dibebankan oleh kreditur kepada debitur.
6
 Dalam aturan wanprestasi 

dijelaskan bahwa ketika debitur lalai akan janjinya (cidera janji) maka debitur 

memiliki kewajiban untuk memenuhi apa yang telah disepakati dalam 

perjanjian. Misalnya pengembalian modal oleh debitur kepada kreditur. Akan 

tetapi tidak jarang ketika hal itu terjadi menimbulkan perselisihan diantara 

keduanya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. 

                                                 
5 Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, “Pembiayaan Murabahah”, hlm.214 
6 I Putu Eka Juliawan dan I Made Dedy Priyanto, “Wanprestasi Dalam Perjanjian 

Pengaturan Barang  dan Jasa”, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 9 No.9, 2020, hlm.6 
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Salahi satui kasusi ekonomii syariahi dii Pengadilani Agamai Cilacapi 

tentangi sengketai wanprestasii dalami akad murabahah berupa gugatan yang 

diajukan oleh penggugat dalam hal ini diwakili oleh wakil penggugat selakui 

Direkturi Utamai PT.i Banki Pembiayaani Rakyati Syariahi (BPRS)i Gunungi 

Slameti Cilacap.i Bahwai sebagaii salahi satui badani usahai yangi bergeraki dalami 

bidangi perekonomiani syariahi ataui perbankani syariah,i PT.i BPRSi Gunung 

Slamet Cilacap ikut dan telah menyalurkan dana kepada Tergugat selaku 

pemakai jasa, dan mengadakan perjanjian tertulis di depan Notari Agung Dwi 

Prasetyo, S.M.Kn termasuk status Perjanjian Pembiayaan Murabahah dalam 

konteks jual beli rumah di Kompleks Perumahan Bandengan Indah. Harga 

belian Bank untuk pembelian rumah adalah Rp. 170.000.000 (seratus tujuh 

puluh juta rupiah) dengan setoran Rp. 157.080.000 (Seratus lima puluh tujuh 

juta lapan puluh ribu rupiah) yang artinya harga jual Bank adalah Rp. 

327.080.000 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta lapan puluh ribu rupiah). 

Mengikut artikel 2 perjanjian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bersetuju 

dengan sistem di mana Tergugat akan membayar, dengan membayar 

angsurani, dengan bayaran bulanan sebanyak Rp. 3.893.810 (tiga juta delapan 

ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh ribu rupiah) selama 84 

(delapan puluh empat) bulan atau 84 (delapan puluh empat) pembayaran dan 

pembayaran paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan tersebut. Dalam 

tempoh perjanjian, terdakwa membayar angsuran kepada Bank mengikut 

perjanjian sebanyak 6 (enam) angsuran bermula pada 30 Juli 2018 dan 

pembayaran terakhir dibuat pada bertarikh 30 Maret 2019. Dalam perjanjian 
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yang telah dipersetujui. kontrak, Tergugat melanggar bagian 2 perjanjian, 

mengikut kewajibani membayar balik Bank pada bagian ke-7, seperti pada 

Januari 2019 sehingga bulan Juni 2019. Penggugat telah memberi amaran 

bertulis terhadapnya, tetapi Tergugat tidak membayar. perhatian. 

Akibat kewajiban tersebut di atas tidak dilaksanakan, Tergugat sudah 

mulai melakukan ingkar janji (wanprestasi) sehubungan dengan perjanjian. 

Penggugat mengalamii kerugiani materiili jumlahi Rp.i 303.717.140i (Tigai ratusi 

jutai tujuhi ratusi tujuhi belasi ribui seratusi empati puluhi ribui rupiah)i padai Junii 

2019.i Sesuaii dengani pasali 6i perjanjian,i sengketai antarai Penggugati dani 

Tergugati diselesaikani dii Pengadilani Agamai Cilacap. 

Dikatakan sebidang tanah dengan rumah itu ada dan sijil bukti hak 

milik (SHM) No. 2456/Cilacap. Sudah dibeli Adik Tergugat I dahulu, tetapi 

lama-kelamaan adik tergugat I saya tidak dapat membayar pembelian, 

hakikatnya adik tergugat I sudah DP, kemudian adik tergugat I memujuk adik 

tergugat II untuk membeli. tanah dan rumah di situ. Akhirnya tanah itu dibeli 

atas nama tergugat, kerana adik tergugat II bekerja dan tinggal di Amerika. 

Bagaimanapun, atas keperluan hidup berkeluarga, adik tergugat II "secara 

tidak sengaja" menggunakan uang yang sepatutnya digunakan untuk 

pembiayaan tersebut. 

Penggugat tidak menerima sebarang maklumat/informasi terdahulu 

yang disahkan secara sah bahawa pembelian sebidang tanah dan rumah di atas 

dibuat oleh adik tergugat I. dan tidak mengetahuii informasi tergugatl hanya 

sebagai atasi nama untuk pembeliaani rumah. 
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Dari tanggapan Penggugat meskipun menurut Tergugat akad 

pembiayaan yang terjadi hanyai dipinjami namanyai untuki kepentingani adiki 

tergugati I,i namuni ternyatai tergugati jugai mengakuii bahwai tergugatlahi yangi 

melakukani perikatani dengani penggugat,i makai majelisi hakimi berpendapati 

bahwai karenai secarai sadari tergugati telahi melakukani perbuatani hukumi 

(menandatanganii kontrak/i perjanjian)i makai iai harusi dibebanii untuki memikuli 

tanggungi jawabi atasi perbuatani hukumi yangi telahi dilakukannya,i sesuaii 

dengani kehendaki pasali 1354i KUH Perdata. 

Pimpinan BPRS Gunung Slamet akhirnya mengakui bahwa Tergugat 

telah melakukan wanprestasi dalam perjalanan tersebut. Pimpinan BPRS 

Gunung Slamet mengajukani perkarai inii kei pengadilani agama setempat di 

Cilacap dengan instruksi "ganti rugiil materiil" dan "memohon izin 

mengeksekusi jaminan" untuk memperoleh haknya kembali. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan adanya kurangnya 

komunikasi antara penggugat dengan tergugat terkait informasi bahwa 

tergugat hanya sebagai nama untuk pembelian rumah yang pada kenyataannya 

yang membeli tanah beserta bangunannya adalah adik tergugat II. Kemudian 

penulis tertarik untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum yang 

digunakan hakim dalam memberikan putusan mengenai pertikaian yang 

timbul dalam putusan No. 3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp. Penulis juga tertarik 

untuk menganalisis ketentuan pengalihan hak tanggungan. Kemudian, dengan 

dasar itu penulis melakukan penelitian secara mendalam terkait masalah 

tersebut yang akan diangkat menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi 
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dengan judul “Penyelesaian Pengalihan Hak Tanggungan Dalam Perkara 

Gugatan Sederhana Atas Transaksi Murabahah (Studi Putusan 

Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp)” 

B. Definisi Operasional 

Sebarang penggunaan istilah sering mencipta makna yang berbeda 

antara satu sama lain. Tidak jarang masalah timbul. Oleh itu, definisi istilah 

adalah sangat penting bagi mengelakkan salah faham atau kekeliruan yang 

tidak perlu. 

 Untuk menghindari salah penafsiran istilah-istilah yang dipergunakan 

dalam skirpsi ini , perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut: 

1. Hak Tanggungan  

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak 

atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undang- undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,berikut atau tidak 

berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, 

untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.
7
 

2. Gugatan Sederhana  

Gugatan sederhana adalah gugatan perdata dengan nilai maksimum 

Rp. 500.000.000. - Itu diselesaikan dengan prosedur dan panduan 

sederhana. Gugatan sederhana dilakukan sesuaii dengani PERMAi No.i 4i 

Tahuni 2019i tentangi tatai carai penyelesaian perkara litigasi ringan dalam 

                                                 
7 Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang  Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah 
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suatu litigasi yang penyebab utamanya (objectum litis) adalah perbuatan 

cidera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum.
8
 

3. Transaksi Murabahah  

Transaksi murabahah adalah proses jual beli barang dengan 

mengkonfirmasikan harga beli dan margin keuntungan kepada pembeli. 

Transaksi murabahah ini terjadi ketika melakukan suatu perjanjian, antara 

bank dan nasabahnya. Dalami hali inii transaksii i murabahahi yangi dimaksudi 

yaitui transaksii murabahahi yangi dilakukani antarai PT.i BPRSi Gunungi 

Slameti Cilacapi dengani nasabahnya.i Nasabahnyai melakukani ingkari janji,i 

kemudiani disebuti sebagaii Tergugat. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penyelesaian Perkara 

Gugatan sederahan dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor. 

3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp ? 

2. Bagaimana ketentuan pengalihan hak tanggungan dalam Putusan 

Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp tentang 

perkara gugatan sederhana atas transaksi Murabahah ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan tajuk dan permasalahan kajian ini, dapat dinyatakan objektif 

utama yang ingin dicapai dalam penyelidikan ini, yaitu: 

                                                 
8 Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, 

diakses pada Jum’at, 9 Desember 2022. 
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a. Dalam meminta penilaian hukum hakim dalam penyelesaiani gugatan, 

sederhana dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 

3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp. 

b. Untuk mengetahui peruntukan mengenai pemindahan hak tanggungan 

dalam putusan Pengadilan Cilacap No. 3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp. 

tentang perkara gugatan sederhana atas transaksi murabahah. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi peneliti 

maupun pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Meningkatkan kesedaran dan kefahaman khususnya bagi penulis 

dan pembaca umum tentang pertimbangani hukum hakim yang 

dijadikan asas ipenyelesaian perkarai gugatan sederhanai bagi 

transaksi murabahah. 

2) Penambahan wawasan keilmuan untuk penulis dan pembaca 

tentang syarat pemindahan hak tanggungan dalamkeputusan 

mahkamah No. 3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp. 

b. Manfaat Praktis  

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran ilmiah dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang 

akan mengajukan gugatan sederhana. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada. 
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E. Kajian Pustaka 

Kajian pustakaJ merupakan kajian tentang teori-teori dari pustaka-

pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. 

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan serangkaian kajian pustaka 

yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan 

penyelesaian perkara gugatan sederhanal atas transaksi murabahah. 

Nama Judul Persamaan Perbedaan 

Atha Firdaus Kesesuaian Akad 

Jual Belii 

Murabahah Padai 

Pembiayaan KPR 

Dengan Fatwa 

DSN-MUI No.i 

111/DSN-

MUI/IX/2017i 

(Studii Kasusi BRIi 

Syariahi KantorJi 

Cabang Pembantu 

AjibarangTi 

Banyumas)” 

Sama-sama 

meneliti 

pembiayaan 

murabahah 

padai skripsii Athai 

Firdaus, 

penyelesaian yang 

dilakukan pada 

pembiayaani KPRi 

yaitu penagihan 

secara intensifi dani 

penyelesaian secaraJi 

kompromi. 

Sedangkan 

penyelesaian yangi 

digunakan olehi 

PT.BPRS Gunungi 

Slamet Cilacapi padai 

putsan yang akani 

diteliti oleh penelitiLi 
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yaitu dengan jalur 

litigasi melalui 

pengadilanl 

 

Nurus 

Sa’adah 

Analisis Putusan 

Hakim dalam 

Perkara Ekonomi 

Syariah di 

Pengadilan Agama 

Surkarta Tahun 

2013-2017 

(Berbasis Nilai 

KeadilanI) 

sama-sama 

membahas 

analisis 

putusanI 

ekonomi 

syariah di 

PengadilanI 

Agama. 

 

perbedaannya pada 

skripsi Nurus 

Sa’adah tentang 

analisis dengan asas 

keadilan dan tiga 

putusan yang di 

analisisJ. 

SedangkanJ pada 

skripsi yang penulis 

susunI membahasI 

tentang analisis 

penyelesaianT 

perkara gugatan 

sederhana dan hanya 

satu putusanW 

Wahyu 

Gumelar 

Analisis Putusan 

Perkara SengketaL 

Ekonomi Syariah 

Nomor 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

sengketa 

Dalam skripsii 

Wahyu GumelarJi 

akadi yangi terdapatIi 

dalami putsannyai 
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0310/Pdt.G/2014/P

A.Pbg tentangJ 

Wanprestasi Akad 

Musyarakah 

Nomor: 

105/MSA/IV/07 

Di PengadilanI 

Agama 

Purbalingga 

ekonomi 

syariah 

yaitui akadi 

musyarakah 

sedangkan dalami 

skripsi penelitii akadi 

yang terdapatSi 

dalam putusanii yaitu 

akadi murabahah. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian menjelaskantrencanaLdan prosedur penelitianI yang 

akan dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahanA penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yangJ digunakan termasuk kedalam penelitian 

hukum kepustakaan.IPenelitian kepustakaan ini fokus pada lingkup 

konsepsi hukum, kaidah hukum serta asas-asas hukum, tidak sampai pada 

perilaku manusia. Penelitian ini menjadi norma sebagai objek dalam 

kajiannya, yang dimaksud norma disini adalah seluruh norma hukum yang 

mengatur tingkah laku manusia. Beberapa norma hukum yang dapat 

menjadi objek dalam penelitian hukum kepustakaan, diantaranya norma 

dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan Lembaga Negara, 

peraturan Lembaga hukum, putusan pengadilan, keputusan pejabat dan 
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segala jenis dokumen hukum yang dikeluarkan secara resmi dan 

mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9
 

Kajian dilakukan dengan membaca literatur yang berkaitan dengan 

topik yang dibincangkan. Hasil dari pada kajian ini adalah bertujuan untuk 

memberikan gambaran yang lengkap dan sistematik serta memberikan 

data yang paling tepat. Dalam penyelidikan ini, penulisi menggunakan 

putusan hakim Pengadilan Agama di Cilacap sebagai ikajian, khususnyai  

iputusan. 3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp. 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yangi digunakani berupa pendekatani yuridisi 

normatif padai penelitian melalui bahan pustaka sebagai penelusuran pada 

berbagaiJperaturan danJliteratur yang berkaitan dengan permasalahanJ 

yangj diteliti. Dengan demikian, dalam pendekatan untuk meneliti 

pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama tentang yang 

terkait.
10

 

Selain itu peneliti jugai menggunakani pendekatani kasusi (casesi 

approach).i Pendekatani kasusi (casesi approach)i yaitui pendekatani yangi 

dilakukani denganJi menelaahJ kasus yangJ berkaitanJ denganJ isu hukumJ 

yang dijadikanj topik pembahasanJ dalamJ sebuah Jpenulisan. Kajian 

utama dari pendekatan ini adalah ratio decidendi, yang terdiri dari 

pandangan atau alasan hukum para hakim pengadilan untuk mengambil 

                                                 
9 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University  Press, 2020), 

hlm.52-53 
10 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,( Jakarta: 

Banyumedia, 2008), hlm.321 
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keputusan. Ratio decidendi bisa kita perhatikan pada fakta materiil, berupa 

orang, waktu, tempat dan semua hal yang menyertainya bila tidak terbukti 

sebaliknya. Fakta materiil ini penting untuk diperhatikan karena pada 

dasarnya hakim ataupun pihak yang bersengketa akan mencari peraturan 

atau hukum yang dapat digunakan pada fakta tersebut.
11

 

 DalamIpenelitian ini, kasusA yang diteliti yaitu 

PenyelesaianIPengalihan Hak Tanggungan Dalam PerkaraI Gugatan 

Sederhana Atas Transaksi Murabahah (Studi Putusan Nomor 

3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp.) 

3. Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukumi primeri adalah bahani hukum yang bersifati 

autoritatifi yang memilikii artii otoritas, yang terdirii dari peraturani 

perundang-undangan, putusan-putusani hakim, dan catatan resmi atau 

risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.
12

 

Berdasarkan penelitian ini, maka bahan hukum primer yang peneliti 

gunakan adalah salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 

3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp.  

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tertulis yang 

bukan merupakan bahan hukum primer dan sifatnya melengkapi, 

menganalisis, dan memahami yang diperoleh dari bahan hukum 

                                                 
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.94 
12 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, cet.3, (Bandung: Alfabeta, 

2015), hlm.66 
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primer.
13

 Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang bukan 

dokumen resmi, peneliti kaji dari buku-buku teks dari para ahli hukum, 

jurnal hukum, bahan-bahan kuliah hukum, artikel tentang hukum di 

internet, hasil-hasil penelitian, dan karya yang berkaitan dengan 

pertimbangan hakim tentang perkara gugatan sederhana atas transaksi 

murabahah untuk melengkapi secara utuh analisis isi putusan 

tersebut.
14

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan Langkah utama dalamI 

penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupaS 

dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data denganJ 

carai melihati langsungi sumber-sumberi dokumen yangi terkait.i  

Pengumpulan data yang penelitii lakukan yaitu berapa dokumentasi 

Salinan Putusani Pengadilan Agama Cilacap Nomor 

3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp. Selain daripada data ini, pengkaji turut 

mengambil dokumen daripada buku, jurnal, kertas saintifik dan lain-lain 

literatur berkaitan masalah yang dikaji. 

5. Metode Analisis Data 

Langkah seterusnya, selepas mengumpul data, adalah menganalisis 

data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis faktor atau 

kajian ( content analysis). Content Analysis diartikan sebagai kaedah yang 

digunakan untuk membuat keputusan melalui percobaan untuk mengetahui 

                                                 
13 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, cet.3,hlm.67. 
14 Bambang  Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2009), hlm.133. 
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makna karakteristiki pesan dan melaksanakannya dengan cara yang 

bertujuan dan teratur.
15

  

 Dokumen yang diperoleh semasa penelitian adalah dua dokumen 

utama seperti salinan putusan Pengadilan Agama No 3714/Pdt 

.G.S/2019/PA.Clp, serta data sekunder dikelaskan dengan baik. Kajian 

teknikal ialah kajian yang berasaskan penyelidikan bukan digital, tetapi 

lebih berbentuk maklumat, teks dan dokumen tidak bertulis (gambar atau 

foto) atau bentuk bukan digital lain.
16

 Penekanannya bukan untuk mencari 

maklumat tetapi usaha menjawab persoalan kajian. Dengan analisis 

kualitatif, tujuannyai adalah untuk mendapatkan kejelasan tentang hasil 

yang dianalisis. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematikai pembahasani dalam kajian ini mempunyai 5 (lima) subjek 

yang masing-masing mempunyai ciri yang berbeda, namun masih dalam satu 

unit yang lengkap dan saling berkaitan. Setiap bab terbagii kepada beberapa 

sub bab. Bagi memudahkan pemahaman dan perbincangan, perincian 

pembahasani adalah seperti berikut: 

Bab I ialah pengenalan yang mengandungi banyak bahan asas seperti 

latar belakang, definisii operasionali, rumusani masalah, tujuan dan imanfaat 

ipenelitian, kajiani pustakai, metodei penelitiani dan sistematikai pembahasan. 

Bab II memaparkani tentang konsep umum Penelitian. Bab ini 

membahas mengenai teori umum yang menyangkuti variabel-variabel yang 

                                                 
15 Sumardi surya Brata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 26 
16 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998),hlm 236. 
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digunakan dalam pembahasan penelitian seperti konsep umum gugatan 

sederhana, meliputi pengertiani gugatani sederhana, syarat gugatan sederhana, 

sejarah gugatan sederhana, tahapan gugatan sederhana; konsep umum tentang 

Murabahah, meliputii pengertian imurabahah, landasan murabahah, rukun 

dan syarat murabahah, macam-macam pembiayaan murabahah, aplikasi akad 

murabahah di bank syariah; konsep umum tentang hukum Jaminan, meliputi 

pengertian hukum jaminan, jenis-jenis hukumi jaminan, asas-asas hukum 

jaminan; konsepi umum tentang hak tanggungan, meliputi pengertian hak 

tanggungan, dasar hukumi hak tanggungan, subjeki hak tanggungan, obyek 

hak tanggungan, tahapan pemberian hak tanggungan, hapusnyai hak 

tanggungan. 

Bab III merupakani berisii tentangi duduk perkarai putusan, dan isi 

putusan Pengadilani Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp 

tentang wanprestasi akad pembiayaani murabahah. 

Bab IV merupakani inti dari penelitiani ini. Pada bab ini hasili analisisi 

akan di paparkani dari putusan perkara Nomor 3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp. 

baik dari segi pertimbangani hakim maupun dari ketentuan pengalihan hak 

tanggungan tentangi gugatan sederhanai atasi transaksii murabahah. 

Bab V merupakan bagian akhir atau bagian terakhir dari penelitian ini 

yang berisi tentang kesimpulan, saran, dan kata penutup. Kesimpulan yang 

dimaksud pada bagian penutup ini merupakan hasil analisa yang diteliti 

peneliti dalam menulis skripsi ini yang menyimpulkan adanya gagasan yang 
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diambil penulis, kemudian saran-saran yang disampaikan peneliti yang 

mungkin bisa sebagai rujukan ataupun pemahaman publik. 
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BAB II 

KONSEP UMUM TENTANG GUGATAN SEDERHANA, 

PEMBIAYAAN MURABAHAH, HUKUM JAMINAN DAN HAK 

TANGGUNGAN 

A. Konsep Umum Tentang Gugatan Sederhana 

1. Pengertian Gugatan Sederhana 

Di lingkungan peradilan agama, salah satu upaya untuk 

mewujudkan prinsip penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan 

terjangkau, harus membuka kemungkinan penyelesaian perkara melalui 

peradilan yang sederhana. 

Gugatan Sederhana dikenal luas dalam literatur asing sebagai small 

claims. Ungkapan ini menunjukkan adanya pembedaan dalam kasus 

berdasarkan nilai gugatan yang tergolong rendah. Di sisi lain, lembaga 

atau mekanisme sederhana penyelesaian sengketa dikenal dengan beberapa 

nama. Sebagai contoh, beberapa negara bagian Amerika Serikat memakai 

small claims court, Singapura menggunakan istilah small claims tribunal, 

Eropa menggunakan istilah small claims procedure, ataupun special 

summary procedure istilah khusus di China.
17

 

Menurut Baldwin, Small Claims Court adalah ipengadilan 

informal, sederhana dan imurah yang memiliki kekuatan hukum.
18

 Small 

Claim Court adalah pengadilan yang mengurus formalitasi bagi orang 

                                                 
17 Yulin Fu, Small Claim And Summary Procedure In China, Brics Law Journal, Vol.1, 

Issue , 2014, hlm. 67 
18 Yenni Wiranti, Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi 

Syariah, Jurnal Hukum Islam, Vol.20, No.2 Desember 2020, 156 
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yang ingin menuntuts sejumlah uang tanpal harus menyewat pengacaral 

dan gugatannya tidak besar, juga penanganan perkaranya tidak rumit dan 

sederhana, yaitu kasus tidak memerlukan banyak uang seperti mengajukan 

kasus ke pengadilan umum.
19

 

Dalam Bab 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 

2015 disebutkan bahwa “Penyelesaiani gugatan sederhanai merupakan tata 

cara di pengadilan untuk tuntutan perdatai dengani hargai belii yangi tinggii 

sebesari Rpi 200.000.000,-i (iduai ratusi jutai rupiah) berubah menjadi Rp. 

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang berpuas hati dengan prosedur 

dan pembuktian isederhana".  

Gugatan sederhana ditangani oleh satu hakim, penyederhanaan 

pemeriksaan oleh satu hakim dapat menjadi solusi untuk mempercepat 

penyelesaian sengketa di pengadilan tingkat pertama. Ketua pengadilan 

cukup menunjuk satu orang hakim, tapi menurut prosedur hukum, ketua 

pengadilanr menunjukt majelist hakim. 

Dalamt prosedur yang isederhana, seorang hakim tunggal dan 

dalam prosedur biasa peradilan harus memiliki sertifikat ekonomi syariah 

untuk mengadili masalah ekonomi syariah. Oleh karena itu, mereka harus 

mematuhi Keputusan Mahkamah Agungi Nomor 5 Tahun 2016 untuk 

mendapatkan sertifikat ekonomi syariah. Jika pengadilan agama belum 

memiliki hakim yang disahkan, ketua pengadilan dapat menunjuk hakim 

yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan Operasi Ekonomi Syariah. 

                                                 
19 Efa Laela Fakhriah, Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya 

Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Mimbar Hukum: Vol. 25, No. 2, Juni 2013 
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Kehadiran sertifikat ekonomi syariah di setiap pengadilan agama 

merupakan prasyarat untuk digunakannya prosedur gugatan sederhana.
20

 

Tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui proses yang 

sederhana. Menurut Pasal 3 (2) Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015, 

gugatan perdata dapat digolongkan sebagai gugatan sederhana. Mahkamah 

Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 

yang merupakan perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 

Tahun 2015 tentang Tata Carai Penyelesaian Gugatan Sederhana. 

Diumumkan pada 20 Agustus 2019, praktik ini bertujuan untuk 

meningkatkan pengambilan keputusan gugatan sederhana agar lebih 

mudah, cepat,dan murah.Hakim Agung Syamsul Ma’arif menyatakan ada 

beberapa perubahan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019, yakni : 

a. Kenaikanii nilaii materilsi gugatani darii maksimali Rp.i 200.000.000,-i 

(duai ratusi jutaii rupiah)i menjadii Rp.i 500.000.000,-i (limaii ratusii jutai 

rupiah). 

b. Memperluasii pengajuani gugatani ketikaii penggugati beradai diluari 

wilayahi hukumi domisiliti tergugat;i dapati menggunakani administrasii 

perkaraii secarai elektroniki (e-court). 

c. Mengenalii Putusani Versteki (putusanii tanpai dihadirii tergugat) 

d. Mengenalii Verzeti (perlawananii atasii putusani verstek) 

e. Mengenalii sitai jaminan;i dan 

f. Eksekusit 

                                                 
20 Mul Irawan,, Edi Hudiata, Sri Gilang Muhammad, Implementasi Small Claim Court 

Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama, 2018, hlm. 48 
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Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 hasil penilaian 

terhadap pelaksanaan Perma Nomor 2 Tahun 2015 yang dianggap tidak 

optimal dan efektif, kata Syamsul Ma’arif dalam pembahasan bertajuk 

“Penyelesaian Gugatan sederhana: Sebagai Bentuk. Sistem peradilan 

Mudah, Pantas dan Rendah" di Hotel Ayaduta London pada hari Selasa 

(27/8/2019).
21

 

Perma No.4 tahun 2019 diterbitkanl untuk menyempurnakant 

perma No.2 tahun 2015 yang bertujuant untuk mempercepats prosesl 

penyelesaians perkarat dengan menggunakan peradilan sederhana, cepat, 

dan terjangkau. Pemberian perma tersebut juga merupakan cara untuk 

mengurangi jumlah perkara yang dibawa ke Pengadilan Tinggi dan 

dipinjam dari sistem Small Claim Court yang salah satunya diluncurkan di 

London, Inggris. 

 Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara: 

a. Ciderat janji 

b. Perbuatani melawan hukumi 

Dengani nilai gugatani materil paling banyak Rp. 500 Juta. 

Perkarai yang tidaki termasuk dalam gugatan sederhanat adalah :
22

 

a. Perkara yangi penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan 

khususi sebagaimana diaturi di dalam peraturani perundang-undangan. 

                                                 
21 Aida Mardatillah, Sejumlah Perubahan Dalam Perma Gugatan Sederhana Mulai 

Kenaikan nilai objek gugatan maksimal Rp.500 juta, dikenalnya putusan verstek, verzet, 

dikenalnya sita jaminan, hingga eksekusi putusan, Hukum Online, diakses pada Rabu, 26 

November 2022. 
22 Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Profil Pengadilan Agama Tais” 

https://www.pa-tais.go.id/ , diakses pada Senin, 21 November 2022 
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b. Sengketa haki atas tanahi. 

Gugatan sederhanai diperiksai dan diputus oleh hakim  yangi 

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Penyelesaian gugatan sederhana 

selambat-lambatnyai 25 hari setelah gugatani pertama.. 

2. Syarat Gugatan Sederhana 

Berdasarkani Pasali 4i Permaii No.i 4i Tahuni 2019i sebagaii berikut:
23

 

(1) Pihak-pihak kepada gugatani sederhana, termasuk Penggugati dan 

iTergugat, tidak boleh lebih daripada satu setiap seorang, melainkan 

mereka mempunyai hak undang- undang yang sama. 

(2) Tidak boleh memfailkan tuntutan terhadap Tergugat yang tempat 

kediamannya tidak diketahui. 

(3) Penggugat dan Tergugat dalam tindakan mudah tinggal di daerah 

mahkamah yang sama. 

(4) Penggugat dan Tergugat mesti menghadiri semua perbicaraan secara 

langsung dengan atau tanpa kuasa hukum. 

Dalam tindakan undang-undang yang mudah, tidak perlu 

berkhidmat dengan pengacarai atau kuasai hukum, seperti dalam tuntutan 

sivil. Walau bagaimanapun, pihak (Penggugat dan Tergugat), dengan atau 

tanpa pengacara, dikehendaki menghadiri prosiding utama. Undang-

undang gugatan sederhana tidak melarang penggunaan jasa kuasai hukum. 

Perma Bab 4 Ayat (4) Nomor 4 Tahun 2019 mengandung frasa "dengan 

atau tanpa pengacara". Oleh itu, pihak-pihak boleh atau tidak boleh 

                                                 
23 Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Profil Pengadilan Agama Tais” 

https://www.pa-tais.go.id/ ,diakses pada Senin,21 November 2022 

https://www.pa-tais.go.id/
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menggunakan khidmat pengacara. Bagaimanapun, jika Penggugat atau 

Tergugat mengambil pengacara, mereka mungkin kalah kerana bimbang 

nilai tuntutan tidak sepadan dengan bayaran pengacara. 

3. Sejarah Gugatani Sederhana 

Cleveland mendirikan Small Claims Court pada tahun 1913. Saat 

gagasan ini lahir sebagai pengadilan pertama yang mengakhiri eksploitasit 

kaum miskin dengan memberikan keadilan, Cleveland mengutamakanl 

keadilant.
24

 

 Diimplementasikan secara longgar di Pengadilant Koalisi 

Norwegia yangt didirikanl pada 1719, small claim court bertujuani untukl 

melindungi petanil dari pengacarat yang cenderung meningkatkan 

pelanggaran dan meningkatkant permusuhani diantara parat pihak denganl 

mempriotaskan biayat tinggi. Small claim court pertamal di Amerikat 

Serikat dikembangkan pada awal tahun 2000-an karenat proses formali 

pengadilan sipil sangat rumit dan mahal sehingga Sebagian besar pemula 

atau pengusaha kecil tidak dapat memanfaatkannya.
25

 

 Surat Keputusan gugatan sederhana No. 2 Tahun 2015 tentang 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) telah dikeluarkan di Jakarta oleh 

Ketua Mahkamah Agung Muhamad Ali pada 7 Ogos 2015, pada hari yang 

sama Menteri Undang-undang dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly 

mengumumkan undang-undang tersebut. Peraturan ini merupakan langkah 

penting bagi Mahkamah Agung untuk membuat keputusan perlembagaan 

                                                 
24 Jurnal oleh Tim Peneliti Pusat Studi Hukum Islam Ekonomi dan Kebijakan Publik 

Fakultas Hukum UNPAD tentang  Small Claim Court, hlm.1 
25 Ibid, Hlm. 3 
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dengan cepat, mudah dan murah. Tujuan permainan ini adalah untuk 

membantu orang miskin yang tidak dapat membuat tuntutan kecil dan 

panjang di mahkamah, supaya tidak ada lagi "kambing yang kehilangan 

kerbau". Perma ini adalah bertujuan untuk memperuntukkan bahawa 

semua lapisan masyarakat berhak untuk mengakses keadilan cepat, mudah 

dan imurah.
26

 

 Pada Tanggal 22i Desember 2016,i Mahkamah Agungi mengeluarkani 

Keputusani Mahkamahii Agungi No.14i Tahuni 2016i tentangli Tataii Carai 

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.i SKi ini diterbitkan pada tanggal 

29/12/2016, jika kita lihat kembali, kemunculan SK ini sangat erat 

kaitannya dengan perluasan kewenangan peradilan agama untuk 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui amandemen UU No.7 

Tahun 1989. 2006 tentang Peradilani Agamai dani terbitnyai KHESi 

(Kompilasii Hukumi Ekonomii Syariah)i tahuni 2008.
27

 

 Pada tahun 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan Penghakiman 

No. 14 Tahun 2016 mengenai Dasar Kewangan Syariah yang mengawal 

selia penyelesaian urusan kewenangan Islam di mahkamah biasa dan 

pendek. Tuntutan Gugatan sederhana dengan jumlah maksimum Rp. 

200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dijamin dengan jaminan sederhana. 

Penyelesaian penghakiman ringkasan boleh digunakan untuk perkara 

ingkari janji (wanprestasi) atau tindakan melawani hukum. 

                                                 
26 Syamsul Maarif, MA Mengakhiri Hukum Kolonial Belanda ,Jurnal Harian Asia, 12 

Oktober 2015), hlm.1 
27 Abdul Rasyid, Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah ( Publik of Faculty 

Members, Januari 2017) 
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 Pada tahun 2019 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan No. 4 

Tahun 2019 yang meminda Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Persidangan Tuntutan Disederhanakan. Peraturan 

ini, yang berkuat kuasa pada 20 Agustus 2019, bertujuan untuk memenuhi 

keputusan mahkamah berhubung hukuman mudah. (small claim court) 

agar lebih mudah, cepat, murah. Dengan kenaikan nilai materil gugatan 

dari maksimal Rp. 200.00.000,- (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp. 

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 

 Smalli Claimi Courti kadang-kadangi disebuti dengani istilahi Smalli 

Claimi Tribuali ataui Smalli Claimi Procedurei lebihi banyaki berkembangi dii 

Negarai Commoni Lawi dani negara-negarai dengani systemi hukumi Civili 

Law.i Smalli Claimi Courti tumbuhi dani berkembangi pesati tidaki hanyai dii 

Negarai majui sepertii America,i Inggris,i Kanada,i Jerman,i Belandai tetapii 

jugai dii negarai berkembangi baiki dii benuai Amerika,i Latin,i Afrika,i dani 

Asia. 

4. Tahapan Gugatan Sederhana  

Penyelesaian tuntutan dengan cara yang mudah untuk disiasat dan 

diputuskan oleh seorang hakim yang dilantik oleh ketua Pengadilan 

Agama atau Mahkamah Syariah dan peringkat-peringkat keputusan adalah 

seperti yang dinyatakan di bawah:
28

 

 

 

                                                 
28 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Kaidah dan Hukum, 

(Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 39-44 
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a. Pendaftaran  

Pendaftaran gugatan sederhana di pejabat setia usaha 

mahkamah agama dalam sebuah daftar khas. Pihak-pihak boleh 

memfailkan tuntutan mereka sendiri atau mengisi tuntutan mereka 

pada blanko yang disediakan oleh kepaniteraan yang dilantik, dan 

semasa memfailkan tuntutan pihak yang menuntut mesti mengumpul 

Bukti semasa memfailkan gugatan sederhana.
29

 

b. Pemerikasaan Kelengkapan Gugatan Sederhana 

Jika panitera mendapati pada masa ini bahawa gugatani itu 

tidak memenuhi keperluan gugatan sederhana, panitera akan 

mengembalikan tuntutan kepada Penggugat dan mengesyorkan 

memfailkan perkara dengan cara biasa, kepaniteraan semasa akan 

melakukan ini. Terdapat pilihan syarat yang mudah atau biasa untuk 

kes pertama, menunjukkan bahawa panitera juga perlu mempunyai 

pengetahuan undang-undang untuk menyelesaikan isu ekonomi syariah 

melalui prosedur yang mudah dan biasa. 

c. Penetapan Panjar Biaya Perkara 

Proses membayar panjar untuk biaya tetap adalah sama seperti 

DP lain untuk yuran mahkamah. Malah, bagi pihak yang menuntut 

yang tidak dapat memfailkan penghakiman atau prodeo, kepaniteraan 

menilai terlebih dahulu kriteria kelayakan bagi permohonan pelepasan 

bayaran. 

                                                 
29 Ketentuan tentang Mekanisme Pendaftaran Gugatan Sederhana dapat dirujuk Pasal 6 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 
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Setelah itu ketua pengadilan menerbitkan penetapan 

pembebasan biaya perkarai dikabulkan atau ditolak gugatani 

isederhana. Prosedur ini tidak digunakan untuk masa pemprosesan 

untuk gugatan sederhana. 

d. Penetapan Hakim Tunggal 

Untuk siasatan mudah, ketua mahkamah melantik hakim untuk 

mendengar kes dengan seorang hakim dan panitera melantik panitera 

pengganti untuk membantu penetapan hakim mudah. dua hari bekerja. 

e. Pemeriksaan Pendahuluan 

Sebelum mempertimbangkan benar tidaknya gugatan, hakim 

yang menyidang perkara terhadap terdakwa harus terlebih dahulu 

menentukan tepat tidaknya materi gugatan sederhana berdasarkan 

syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Meskipun panitera sudah 

terlebih dahulu menetapkan syarat penilaian yang sederhana, hakim 

tetap memeriksa dan menilai apakah alat bukti yang diajukan para pihak 

sederhana atau tidak. Jika dalam pemeriksaan hakim memutuskan  

bahwa gugatan tidak bukan gugatan sederhana, hakim akan 

mengeluarkan surat perintah yang menyatakan bahwa gugatan itu bukan 

gugatan sederhana, dan tidak dapat dilakukan banding atas putusan itu. 

f. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak 

Dalam situasi ini, hakim mengarahkan polis memanggil pihak-

pihak ke mahkamah yang telah dirancang dan jarak antara saman 
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dengan mahkamah bukanlah tiga hari, tetapi maksimum dua hari bekerja 

dalam prosedur untuk mewujudkan perbicaraan mudah mengikut kepada 

Pasall 20 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. 

Apabila penggugat tidak hadir pada hari pertama tanpa alasan 

yang sah, maka sidang dinyatakan batal. jika tergugat tidak hadir pada 

sidang pertama untuk sementara waktu, maka pemanggilan kedua  

akan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Jika pada hari pertama persidangan hadir dan tidak hadir pada 

hari berikutnya tanpa alasan yang sah, kasusnya akan disidangkan dan 

prosedur penentangan akan dihentikan. Terdakwa dapat mengajukan 

banding atas keputusan tersebut berdasarkani Pasali 13i Peraturani 

Mahkamahi Agungi Nomori 2i Tahuni 2015. 

g. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian 

Upaya perdamaian wajib ditempuh oleh hakim dengan tetap 

memperhatikan batas waktu, yaitu ketentuan bahwa penyelesaian 

gugatan sederhana paling lama 25 hari kerja sejak hari siding pertama. 

Ketentuan perdamaian dalam gugatan sederhana mengecualikan 

ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai 

prosedur mediasi. 

h. Hakim Wajib Berperan Aktif  

Ketentuan mengenai peran hakim dalam penyidikan gugatan 

mudah diatur dalam pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 

Tahun 2015. 
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i. Tentang Pembuktian 

Bukti juga dikenal pasti secara mudah, dengan meneliti 

dokumen dan keterangan saksi. Tetapi tidak perlu laporan saksi dan 

penyelidikan setempat. 

j. Putusan dan Berita Acara Persidangan  

Segala ketetapan dan keputusan mahkamah dalam bidang 

ekonomi syariah mestilah mencantumkan prinsip hukum dan 

terminologi Kitab Fiqh, di samping alasan dan pertimbangan yang 

melatarbelakangi keputusan tersebut, yang akan digunakan sebagai 

dasar penilaian dan keputusan pembinaan.  

k. Upaya Hukum 

Penyelesaian undang-undang bagi keputusan mahkamah yang 

mudah ialah mengemukakan rayuan kepada ketua mahkamah agama 

atau mahkamah syariah dengan menandatangani surat kasasi dan 

alasan yang diberikan oleh kepaniteraan. 

l. Pemeriksaan Berkas Permohonan Keberatan 

Pendaftar akan menerima dan mengesahkan kesempurnaan 

berkas keberatan beserta notis keberatan daripada pihak-pihak, yang 

akan disampaikan dalam Akta Keberatan dan Notis Keberatan dan 

Kenyataan Keberatan hendaklah disampaikan ke atas Keberatan 

Tergugat dalam tempoh 3 hari. (tiga) hari bekerja selepas mahkamah 

menerima permintaan itu. 
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m. Pemeriksaan Keberatan  

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) hari diumumkan bahwa 

permohonan tersebut telah diselesaikan, Ketua Pengadilan Agama 

akan mengangkat Majelis Hakim untuk menilai dan mengambil 

keputusan banding untuk keadilan. Rayuan itu kemudiannya 

dipertimbangkan oleh panel hakim yang diketuai oleh seorang hakim 

senior yang dilantik oleh ketua Pengadilan Agama atau mahkamah 

Agung. 

n. Pelaksanaan Putusan 

Bagi keputusan yang mempunyai kekuatan undang-undang, 

setelah tidak ada keberatan atau keputusan keberatan diberitahukan 

kepada para pihak, keputusan dibuat secara sukarela, dan jika tidak 

sukarela, keputusan untuk bertindak berdasarkan ketentuan undang-

undang Hukum Acara Perdata berlaku selaras dengan Perkara 225 

HIR/259 RBg. 

B. Konsep Umum Tentang Murabahah 

1. Pengertian Murabahah  

Murabahah adalah menjual dengan harga beli ditambah 

keuntungan yang disepakati dan penjual wajib memberitahukan harga beli 

kepada pembeli. Pembiayaan kepada pelanggan untuk menutupi 

kebutuhan produksi.
30

 

                                                 
30 Dwi Suwikyo, Pengantar Akuntansi Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),     

hlm 29 
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Menurut Majelis Syariah Negara, murabahah, yaitu menjual 

sesuatu dengan cara menjamin harga belian kepada pembeli dan pembeli 

membayar harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan.
31

 

Menurut Fuqaha, murabahah didefinisikan sebagai penjualan 

barang dengan harga pokok barang ditambah markup ataui margini 

keuntungani yangi disepakati.
32

i Dalami beberapai kitabi fikih,i murabahahi 

merupakani bentuki amanahi dalami juali beli,i dimanai juali belii berbedai 

dengani juali belii (tawar-menawar)i musawwamah.i Murabahahi dilakukani 

antarai penjuali dani pembelii berdasarkani hargai barang,i hargai juali aslii 

penjuali diketahuii pembeli,i dani keuntungani penjuali dilaporkani kepadai 

pembeli. 

2. Landasan Murabahah 

Dalami juali beli,i dasari murabahahi samai dengani dasari juali belii 

padai umumnya,i baiki berupai ayat,i haditsi maupuni ijma’. 

Murabahahi merupakanii bentukii juali belii danii berdasarkanii keridhaan 

pelakunyai, baiki penjual maupuni pembeli, sebagaimanai firman Allah 

SWT. 

a. Q.S. Al-Baqarah (2): 275: 

ُ الْب  يْع  و ح رَّم  الرّبا    و أ ح لَّ اللََّّ
“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba” (QS.Al Baqarah (2): 275)
33

 

 

 

                                                 
31 Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 
32

i Bagyai Agungi Prabowo,i Aspeki Hukumi Pembiayaani Murabahahi Padai Perbankani 

Syariah,i (Yogyakarta:i UIIi press,i 2012)i hlm.i 25 
33 Tim penterjemah al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid,hlm.47 
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b. Q.S.An-Nisa (4): 29 

َ  مم نُوا لا  تأ  كُلُوا ي   ا الَّذِي  َ طِلِ  أ ي   ن كُمْ بِااْبا  َْ ت  ر اضٍ  إِلاَّ  أ مْو ال كُمْ ب  ي ْ أ نْ ت كُون  تِِ ار ة  ع 
امِنْكُمْ و لا  ت  قْتُ لُوا  أ نْ فُس كُمْ إِنَّ اللََّّ  ك ان  بِكُمْ ر حِيم   

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka 

diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nisa:29)
34

  

 

Dalam ayat diatas Allah SWT melarang hamba-Nya yang beriman 

untuk memakan harta diantara hamba-Nya dengan jalan bathil. Memakan 

harta dengan jalan yang bathil cakupan luas, tidak hanya memakan harta 

dengan jalan riba. Dan Allah memperbolehkan perniagaan atas dasar suka 

sama suka, bisa diartikan mereka harus saling meridhoi. Dalam perniagaan 

harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak dan masing-masing 

melakukannya dengan penuh kesadaran. Diakhir ayat ini Allah SWT 

melarang untuk membunuh diri sendiri, artinya dalam bermuamalah 

konteks jual beli seorang pedagang tidak akan mengambil untung 

sebanyak-banyaknya, begitu juga pembeli tidak menawar barang sampai 

hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang diambil oleh pedagang. 

Oleh sebab itu keseimbangan dalam jual beli ini diperlukan secara 

proporsional dan adil agar kedua belah pihak saling menguntungkan.
35

 

Landasani murabahah dari haditsi adalahi riwayat Ubadahi bin Shamit 

bahwai Rasulullah saw, bersabda, 

                                                 
34 Tim penterjemah al-Qur’an Departemen Agama RI, Al- Qur’an Tajwid,hlm.83 
35 Sujian Suretno, “Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an”, Ad-Deenar: Perbankan 

Syariah, Vol.2 No. 1, 2018, hlm.100 
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رُ بِالشَّعِيْرِ  ،و الْبُ ر  بِالْبِِّ  ،و الْفِضَّةُ بِالْفِضَّ ةِ  ،الذَّه بُ بِالذَّه بِ  و الْمِلْحُ  ،و التَّمْرُ بِالتَّمْرِ  ،و الشَّعِي ْ
تُمْ م ث لا  بِ ث لاٍ  ،بِالْمِلْحِ  غُوْاك يْف  شِئ ْ ذِهِ الا صْن افُ ف بِي ْ ا بيِ دٍ، ف اِذ ا اخْت  ل ف تْ ه  ، س و اء  بِس و اءٍ، ي د 

ا بيِ دٍ   إِذ ا ك ان  ي د 
“emasi ditukari dengani emas,i peraki dengani perak,i gandumi 

dengani gandum,i kurmai denganii kurma,i garami dengani garam,i 

dengani jenisi yangi sama,i takaranii yangi sama,i darii tangani kei 

tangani (pertukarani langsung.i Selaini hal-hali tersebut,i makai 

juali belilahi (dengani cara)i sesukamui dengani syarati (juali belii 

tersebut)i dilakukani secarai langsung”.
36

 

 

Kata  ُذِهِ الا صْن اف  dalamii haditsi dii atas,i menunjukkanii ف اِذ ا اخْت  ل ف تْ ه 

bahwai Rasulullahii saw,i memperbolehkani penjualanii barangi selainii yangi 

disebutkani denganii menambahkani keuntunganii padai hargai aslii barangi 

tersebut. 

Dalamii riwayat’i laini disebutkanii bahwai ketikai Rasulullahi sawi 

hendakii berhijarah,i Abui Bakari r.ai membelii duaii ekori untaii dani 

Rasulullahi berkeinginanii membelii salahi satunya.i Beliaui bersabda,i مَا  iاحََدَه 

 i “Izinkani akui membelii salahi satunyai (secarai tauliyah)”i Abui Bakariوَلِّن ي

berkata,i “(unta)i ituii menjadii milikmui denganii gratis.”i Rasulullahi saw.i 

Bersabda,i مَّاأi  ِبِغ يْرi  ٍَ ف لا   iثَ   i “jikai tanpai membayari (harga),i makai akui tidaki 

jadii mengambilnya.”i Adapuni alasani berupai ijma’,i secarai litereri dapati kitai 

ketahuii bahwai murabahahii diperolehkani dani tidaksi bertentangani denganti 

                                                 
36 H.R, Muslim, Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah bin Musa Al-

Khasrujurdi Al-Baihaqi, Ma’rifatus-Sunan wal-Atsar lil-Baihaqi, juz 9, hlm.161. Diunggah dari 

dalam paket e-book: al-Maktabah Syamilah. 
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hukumi islam,i baiki menurutii jumhuri ulamai darii parai sahabat,i tabi’in, 

maupuni para imam madzhab.
37

 

Hadis Nabi Riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Dinilai Sahih oleh Ibnu 

Hibban:2185: 

ُ ع ل يْهِ و ملهِِ و س لَّ  عِيْدٍ الخدُْريِْ رضي اللََّّ عنه أ نَّ ر سُوْل  اللََِّّ ص لَّى اللََّّ َْ أبِْ س  : إِنََّّ ا الْب  يْ ع  عُ م  ق ال 
َْ ت  ر اضٍ, )رواه البيَقي وابَ ماجه وصححه ابَ حبان(  ع 

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulallah SAW bersabda, 

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” 

(H.R. Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Dinilai Sahih oleh Ibnu 

Hibban).
38

 

  

Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW memberikan prasyarat 

pada akad jual beli bahwa harus ada kerelaan pada masing-masing pihak 

ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang ada pada akad jual beli 

murabahah , seperti menentukan harga pokok jual, keuntungan yang akan 

diperoleh, cara pembayaran dan ketentuan lainnya yang disepakati, harus 

terdapat kerelaan dari kedua belah pihak, tidak bisa ditentukan oleh salah 

satu pihak saja.
39

 

3. Rukun dan Syarat Murabahah 

Menurut hukum syariat untuk menentukan sama ada kontrak 

pembiayaan murabahah sah atau tidak, beberapa rukun dan syarat mesti 

dipenuhi. Oleh itu, akad jual beli digunakan dalam pembiayaan 

                                                 
37 Lely Shofa Imama, Konsep Dan Impementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan 

Bank Syariah, Jurnal Iqtishadia Vol.1 No.2 Desember 2014, hlm. 224 
38 Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibn Majah (tp: 

Maktabah Abi al-Mu’athi,t.t), III: 305,hadis nomor 2185. 
39 Nurhayati, “Aqad Al-Ba’I Murabahah Menurut Al-Qur’an, Fatwa MUI dan Hadist 

Pada Praktik Akad Bai Al-Murabahah Di Perbankan Syariah”, Jurnal Akutansi, Vol.18 No. 1, 

2017, hlm.20. 
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murabahah, sehingga pembiayaan murabahah ini harus mempunyai rukun 

dan syarat jual beli. 

a. Rukun Pembiayaan Murabahah 

1)  Ba’i atau penjual, penjual disini adalah orang yang mempunyai 

barang dagangan atau orang yang menawari suatu barang 

2) Musytari atau pembeli, adalah orang yang melakukan permintaan 

terhadapi suatui barang yang ditawarkan oleh penjual. 

3) Mabi’ atau barang, adalah komoditi, benda, objeki yang diperjual 

belikan 

4) Tsaman ataui harga jual, adalah sebagai alat ukur untuk 

menentukan nilai suatui barang 

5) Ijab dan qabuli yang dituangkani dalam akad 

b. Syarat Pembiayaan Murabahah 

1) Pihaki yang berakadi (penjual dan pembeli) 

a) Cakapi hukum 

b) Suka relai ataui ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau 

dibawahi tekanan 

2) Objek yang diperjual belikan 

a) Tidakii termasuki yangi diharamkanii ataui yangii dilarangi olehi 

agama 

b) Bermanfaati 

c) Penyerahani darii penjuali kei pembelii dapati dilakukani  

d) Merupakanii haki miliki penuhii pihaki yangi berakad 
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e) Sesuaii spesifikasii yangi diterimaii pembelii dani diserahkani 

penjual 

f) Jikai berupaii barangi bergeraki makai barangi itui harusi biasi 

dikuasaii pembelii setelahii dokumentasii dani perjanjiani akadii 

diselesaikan 

3) Akadi ataui Sighatii (Ijabi dani Qabul) 

a) Harusi jelasii dani disebutkanii secarai spesifikasii denganii siapai 

berakadi  

b) Antaraii ijabi dani qabuli (serahi terima)i harusi selarasi baiki dalami 

spesifikii barangi maupunii hargaii yangi disepakati 

c) Tidaki menggantungkani keabsahani transaksii padai masai yangi 

akani datang 

d) Tidaki membatasii waktu,i missali sayai juali kepadai andai untuki 

jangkai waktui 10i bulani dani setelahi itui akani menjadii miliki sayai 

kembali 

4) Harga  

a) Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan 

b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian 

c) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama 

4. Macam- macam Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan Murabahah di bank syariah dapat dibedakan menjadi 

dua jenis, yaitu: 
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a. Murabahah tanpa Pesanan 

Murabahah tanpa perintah bermaksud memesan atau tidak, 

membeli atau tidak, bank Islam (bai') menawarkan produk. 

Penghantaran barang di bawah model Murabahah tidak wajib atau 

berkaitan langsung dengan ada atau tidaknya pesanan atau penjualan. 

Secara umumnya, dalam transaksi Murabahah, pembelian barang 

adalah tanggungjawab Bai sebagai penjual. Bai' menawarkan barang 

atau barang untuk ditukar sama ada musytari' (pelanggan) membeli 

atau tidak, kemudian mengawal proses penerimaan barang tersebut 

sebelum mengatur transaksi jual beli melalui murabahah.
40

 

b. Murabahah berdasarkan pesanan 

Murabahah berdasarkan pesanan adalah jual belii antarai duai 

pihaki ataui lebihi dimanai nasabah (nasabah) meminta kepada bank 

syariah (bai') untuk membeli suatu harta yang sah. Ditulis oleh 

Musytari. Musytari berjanji untuk membeli aset yang dibeli dan 

mendapat untung dari pesanan tersebut.
41

 

5. Aplikasi Akad Murabahah di Bank Syariah 

Dalam perbankan syariah Indonesia, praktik akad murabahah 

didasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Umumnya, 

fatwa mengarahkan bank atau nasabah. Ketentuan fatwa tentang bank 

adalah sebagai berikut :
42

 

                                                 
40 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum, hlm 34-35 
41 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum.,hlm 36-37 
42 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, hlm. 95-96 
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a. Bank dan pengguna membuat kontrak murabahah sifar riba dengan 

produk yang dilarang 

b. Bank membiayai sebagian atau semua harga pembelian yang 

dipersetujui. 

c. Bank membeli barang atau nama bank itu sendiri. 

d. sifar. Pihak bank menjual barang kepada pelanggan pada harga belian 

ditambah dengan keuntungan yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. 

Dalam hal ini pihak bank hendaklah jujur dalam memberikan harga 

belian kepada pelanggan. 

e. Pembeli membayar harga barang tersebut dalam tempoh mengikut 

perjanjian. 

f. Untuk mengelakkan penipuan, kerosakan atau penyalahgunaan, bank 

boleh membuat perjanjian khas. 

g. sekiranya pihak bank menghadapi kesukaran untuk menyediakan 

barangan yang diperlukan oleh pelanggan disebabkan penubuhan 

gudang, pihak bank boleh mewakili pelanggan untuk membeli 

barangan yang diperlukan oleh pelanggan.pembelian. Dalam keadaan 

demikian, murabahah boleh dilakukan sekiranya barang tersebut pada 

prinsipnya sudah milik di bank. 

Ketentuan praktek murabahah terhadap nasabah:
43

 

a. Pembeli mengemukakan cadangan dan kontrak kepada pihak bank 

untuk pembelian barangan atau aset. Sekiranya pihak bank 

                                                 
43 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah., hlm. 96-98. 
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kemudiannya menerima permohonan tersebut, tanah tersebut 

hendaklah diambil dahulu. Dan jika kedua-duanya bersetuju, kontrak 

perniagaan dan jualan boleh menyusul. 

b. Dalam kontrak jual beli, bank mempunyai hak untuk menuntut bayaran 

muka daripada pembeli selepas akad tersebut selesai. 

c. Jikai nasabahi menolaki membelii barangi tersebut,i banki dapati memintai 

uangi mukai tersebuti sebagaii biayai riili barangi yangi telahi dibeli.i Jikai 

nilaii uangi mukai tersebuti kurang,i banki dapati memintai kembalii sisai 

kerugiannyai kepadai nasabah. 

d. Banki dapati memintai jaminani darii nasabahi agari nasabahi tidaki 

mengingkarii janjii yangi telahi disepakati.i Jaminani merupakani tandai 

perjanjiani yangi mengikati keduai belahi pihaki agari parai pihaki tidaki 

wanprestasi. 

e. Pembayaran balik hutang akad Murabahah tidak ada kena mengena 

dengan transaksi lain pelanggan dan pihak ketiga berkenaan barang. 

Sekiranya penjual menjual semula barang tersebut dengan untung atau 

rugi, penjual hendaklah membayar hutang kepada bank pada harga 

yang dipersetujui. Jika pembeli boleh menjual barangan tersebut 

dengan segera, maka dia tidak sepatutnya membayar tuntutannya 

kepada bank dengan serta-merta. Sebaliknya, jika bank mengalami 

kerugian akibat penjualan barang, pelanggan tidak berhak untuk 

menuntut bank atas kerugian tersebut. 
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f. Jika nasabah pada akhirnya dianggap pailit, dan tidak bias segera 

melunasi hutangnya, bank harus memberikan toleransi kepada 

nasabah. Bank tidak boleh serta merta mengeksekusi jaminan yang 

dipegang bank. Toleransi ini diberikan semata-mata untuk 

meringankan beban nasabah. Sedang batasan waktunya relative 

tergantung kelonggaran nasabah. 

C. Konsep Umum Hukum Jaminan 

1. Pengertian Hukum Jaminan  

Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008, dalam ketentuan 

perbankan Islam, pengertian jaminan adalah jaminan. “Jaminan ialah 

jaminan tambahan sama ada harta alih atau harta tak alih yang telah 

diberikan oleh pemilik jaminan kepada bank Islam atau UUS bagi 

memastikan kewajiban pelunasan nasabah itu terpenuhi”. 

 Menurut peraturan hukum positif, jaminan adalah sesuatu yang 

diberikan kepada pemiutang penghutang untuk mendapatkan keyakinan 

dan memastikan penghutang akan menunaikan hutangnya dengan 

sewajarnya.dan persetujuan.
44

  

 Menurut M. Bahsan, hukum Jaminan adalah seperangkat ketentuan 

mengenai hutang terjamin (pinjaman) yang merupakan antara banyak 

undang-undang dan peraturan yang berlaku saat ini. Dalam 

mempertimbangkan hutang bercagar, pemiutang hendaklah 

mempertimbangkan syarat-syarat berkaitan hutang bercagar dan syarat-

                                                 
44 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum, hlm.75 
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syarat berkaitan faedah bercagar yang dipanggil hutang bercagar dari sudut 

undang-undang.
45

 

 Dapat disimpulkan bahawa hukum jaminan adalah peruntukan 

undang-undang yang mengatur pendapatan seseorang dengan memberikan 

jaminan untuk membuktikan bahawa kreditur boleh memberikan fasilitasi 

kredit kepada penghutang. 

2. Jenis-jenis Hukum jaminan  

Dalam tata hukum jaminan Indonesia, jaminan dapat digolongkan 

sebagai berikut:
46

 

a. Jaminan yang lahir karena undang-undang dan jaminan yang lahir 

karena perjanjian 

Jaminan yang diciptakan oleh undang-undang diatur dalam 

Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi: “segala kebendaan si 

berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang 

ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan 

untuk segala perikatannya perseorangan.” Sedangkan jaminan yang 

timbul karena adanya perjanjian adalahi jaminani yangii secarai yuridisi 

barui timbuli berdasarkan perjanjiani yangi dibuati antarai kreditori (bank)i 

denganii debituri pemiliki jaminan,i ataui antarai kreditori (bank)i dengani 

orang/pihaki ketiga pemiliki jaminan yang menanggungii utang debitur.i 

                                                 
45 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: 

PT.RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 3 
46 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, ( Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012) hlm. 46-49 
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Jaminani perjanjianii inii seperti,i haki tanggungani,i hipotik,i fidusia,i dani 

gadai. 

b. Jaminani yangi bersifati kebendaan dani jaminani yangi bersifati 

perorangan 

Jaminani yang bersifati kebendaan adalahi jaminani yangi berupai 

hakii mutlaki atasii sesuatu benda.i Terdirii darii bendaii bergeraki danii 

bendai taki bergeraki (tanahi dani bangunani diatasnya).i Jaminani bendai 

bergeraki terdirii darii bendaii bergerakii bertubuhi (kendaraan,i mesin-

mesini dsb)i danii bendaii bergeraki takii bertubuh (surati berharga, 

piutang dagang) 

Jaminan yang bersifati perorangan (penanggungan/ borgtocht) 

terdiri dari jaminani orang/ manusia/ natuurlijke persoon (personal 

guarantee) dani jaminan orangi menurut hukum/ badani hukum/ rechts 

persoon (company guarantee).  

Penanggungani diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata yang berbunyi : 

“Underwriting adalah perjanjian yang mengikat pihak lain, memihak 

kepada debitur, untuk memenuhi perjanjian debitur apabila orang 

tersebut tidak memenuhinya sendiri.” 

c. Jaminan yangi berwujud (materiil) dan yang tidak berwujud 

(immateriil) 

Menuruti penjelasani Pasali 8i ayati (1)i UUi Perbankan,i jaminani 

berwujudi (materiil)i sepertii barangi agunan,i dapati diikati dengani Haki 

Tanggungan,i Hipotik,i Fidusia,i ataui Gadai.i Sedangkan jaminani taki 
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berwujudi (immateriil)i menurut ketentuan tersebut meliputii watak,i 

kemampuan,i modal,i dani prospek usaha debitur. 

d. Jaminan ada yang berupa benda bergerak dan jaminan berupa benda 

tidak bergerak. 

e. Agunan Pokok dan Agunan Tambahan 

Agunan pokok ialah harta penghutang yang telah dibiayai 

dengan pinjaman/pembiayaan dan dijadikan cagaran untuk 

pembayaran balik pinjaman/pembiayaan. Jaminan agunan adalah 

barang yang digunakan sebagai jaminan pembayaran kembali 

pinjaman/pembiayaan oleh penghutang atau pihak ketiga dan tidak 

dibiayai dalam pinjaman/pembiayaan. 

3. Asas-asas Hukum Jaminan 

Ada lima asas penting dalam hukum jaminan, asas-asas tersebut 

sebagai berikut:
47

 

a.  Asas Publicitet 

Ini bermakna prinsip semua hak dan beban serta hak penyelenggaraan 

dan gadaian mesti didaftarkan. Pendaftaran ini berfungsi supaya pihak 

lain dapat mengetahui bahawa perkara yang dijanjikan itu digunakan 

sebagai janji. Pendaftaran gadaian adalah di Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Pejabat 

Pendaftaran fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak 

                                                 
47 Ashibly, Buku Ajar Hukum Jaminan, ( Bengkulu:MIH Unihaz, 2018), hlm.6-7 



 

 

45 

Asasi Manusia manakala pendaftaran gadaian melalui laut hendaklah 

dibuat di hadapan pendaftar dan pendaftar baliki nama Syahbandar. 

b. Asas Specialitet 

Ini bermakna hak tanggungan, hak fidusia dan gadai janji hanyalah 

persil atau benda yang telah didaftarkan atas nama orang tertentu. 

c. Asas Tak Dapat Dibagi-bagi 

Artinya, prinsip boleh mengagihkan hutang tidak boleh mengakibatkan 

perkongsian hak tanggungan, hak fidusia, gadaian dan hak 

tanggunganan walaupun telah dibayar. 

d. Asas Inbezittstelling 

Yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai. 

e. Asas Horizontal 

Maksudnya, rumah dan tanah bukan satu unit, yang tercermin dalam 

penggunaan hak dan pendapatan, di atas tanah negeri dan tanah 

persendirian. Rumah tersebut dikawal oleh orang yang terlibat atau 

penjamin, tetapi tanah tersebut dimiliki oleh orang lain berdasarkan 

hak guna dan pendapatan. 

D. Konsep Umum Tentang Hak Tanggungan 

1. Pengertian Hak Tanggungan 

Hak Tanggungan adalah hak untuk mengesahkan hak atas tanah 

sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Pertanahan, antara lain atau kurangnya sebagian besar tanah 

untuk membayar hutang yang merupakan kedudukan keutamaan kepada 
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pemiutang tertentu dari pemiutang lain, sebagaimana diatur dalam bab 1 

angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996.
48

 

Menurut H. Salim H.S., Haki Tanggungans memiliki ciri-ciri 

sebagait berikut:
49

 

a. Memberikan Kedudukani yang diutamakan atau didahulukans kepada 

pemegangnyai ataui yang dikenal dengant droit de preference. 

b. Sentiasa mengikuti sesuatu yang pasti ada dalam tangan apa sahaja 

yang ada atau dipanggil droit de suite. Keistimewaan ini ditekankan 

dalam seksyen 7 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 yang menyatakan 

bahawa walaupun subjek hak tanggunganan telah diperluaskan kepada 

sebaliknya, penerima masih mempunyai hak untuk menjualnya di 

lelongan awam jika orang tersebut berhutang. tidak berfungsi 

c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat 

pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang 

berkepentingan. 

d. Mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya atau memberikan 

kemudahan bagi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi. 

2. Dasar Hukum Hak Tanggungan 

Hak tanggungan diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996. Nama resmi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 adalah Undang-

Undang Hak tanggungan Tanah dan Barang Berkaitan Bumi (UUHT). 

                                                 
48 Dewi Nurul Musjtari, Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dengan Jaminan Hak 

Tanggungan Dalam Praktik Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016),hlm.158 
49 Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum Perjanjian Kredit, Konsep Perjanjian Kredit 

Sindikasi Yang Berdasarkan Demokrasi Ekonomi, Cet. 1, (Surabaya: Laksbang Pressindo, 2014), 

hlm. 98 



 

 

47 

UUHT telah disetujui pada tanggal 9 April 1996, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1996, dengan adanya UUHT, maka 

hanya menjadi lembaga hak tanggungan menggantikannya. hypotheek dan 

creditverband. 

 Tujuan UUHT adalah untuk menciptakan dasar pelaksanaan 

lembaga Hak Tanggungan yang kuat yang antara lain menegaskan atau 

meluruskan persepsi yang kurang tepat diwaktu lalu. Tujuan lainnya 

adalah untuk menjaminan kepastian hukum baik bagi kreditur dan debitur. 

Hal- hal yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996, 

adalah: 

a. Ketentuani Umumi (Pasali 1i sampaii dengani Pasali 3i Undang-undangi 

Nomori 4i Tahuni 1996) 

b. Objeki Haki Tanggungani (Pasali 4i sampaii dengani Pasali 7i Undang-

undangi Nomori 4i Tahuni 1996) 

c. Pemberii dani Pemegangi Haki Tanggungani (Pasali 8i sampaii dengani 

Pasali 9i Undang-undangi Nomori 4i Tahuni 1996) 

d. Tatai carai Pemberian,i Pendaftaran,i Peralihani dani Hapusnyai Haki 

Tanggungani (Pasali 10i sampaii dengani Pasali 19i Undang-Undangi 

Nomori 4i Tahuni 1996) 

e. Eksekusii Haki Tanggungani (Pasali 20i sampaii dengani Pasali 21i Undang-

Undangi Nomori 4i Tahuni 1996) 

f. Pencoretani Haki Tanggungani (Pasali 22i Undang-Undangi Nomori 4i 

Tahuni 1996) 
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g. Sanksii Administrasii (Pasali 23i Undang-Undangi Nomori 4i Tahuni 1996) 

h. Ketentuani Peralihani (Pasali 24i sampaii dengani Pasali 26i Undang-

Undangi Nomori 4i Tahuni 1996) 

i. Ketentuani Penutupi (Pasali 27i sampaii dengani Pasali 31i Undang-

Undangi Nomori 4i Tahuni 1996) 

3. Subjek Hak Tanggungan 

Subjek Hak Tanggungan di dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 Undang- 

Undang Nomor 4 Tahun 1996 adalah : 

a. Pemberi Hak Tanggungn, yang boleh menjadi individu atau badan 

hukum, mempunyai kuasa untuk melaksanakan bidang kuasa undang-

undang bertentangan dengan objek hak tanggungan  

b. Pemegang Hak tanggungan, termasuk individu atau badan hukum yang 

berhutang. 

4. Obyek Hak Tanggungan 

Objek Hak tanggungan mungkin berkaitan dengan tanah dan bahan 

atau kerja yang berkaitan dengan tanah tersebut. Hak tanah yang boleh 

dibebanii dalam Hak tanggungan Tanah termasuklah: Hak Milik, Hak 

Guna Komersial, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Tanah dan Hak Pemilik 

Tanah. 

Hak tanah adat yang telah lama wujud tetapi belum 

ditadbir/dipindah milik seperti girik, petuk, ketitir dan lain-lain boleh juga 

digunapakai oleh penggadai dengan syarat campur tangan dilakukan 

dengan permohonan untuk pendaftaran hak atas tanah. 
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Pembebanan Hak Tanggungan dapat meliputi juga benda-benda 

yang terkait dengan tanah dengan memperjanjikannyat dalam Akta 

Pembebanan Hak Tanggungan, Seperti:
50

 

a. Bangunanii yangi beradai dii atasi tanahi maupuni dii bawahi permukaani 

tanahi obyeki Haki Tanggungani (Basement) 

b. Satuani rumahi susuni ataui apartemeni yangi beradai dii atasi obyeki Haki 

Tanggungani (Haki Milik,i Haki Gunai Usaha,i Haki Gunai Bangunan,i Haki 

Pakaii dii atasii Tanahi Negarai dani Tanahi Haki Pengelolaan) 

c. Tanamani yangii tumbuhi dii atasi tanahi obyeki Haki Tanggungan 

d. Mesin-mesini yangi tertanami dalami fondasii tanahi obyeki Haki 

Tanggungan 

e. Hasili karyai lainnyai yangi merupakani satui kesatuani dengani hai katasi 

tanahi obyeki Haki Tanggungani dani secarai hukumi dianggapi sebagaii 

bendai tidaki bergerak. 

5. Tahapan Pemberian Hak Tanggungan 

Agar pembebasan Hak Tanggungan dapat diakui secara hukum dan 

mengikat bagi para pihak maka pemberiannya harus melalui tiga fase 

sebagai berikut:
51

 

a. Membuat perjanjian kredit merupakan perjanjian asas di mana terdapat 

janji untuk memberikan bon sebagai jaminan pembayaran balik 

hutang. 
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b. Pembuatan Akta Pemberian Tanggungan (APHT) yang merujuk 

kepada perjanjian pokok di hadapan Kantor Pembuatan Akta Tanah 

(PPAT) yang wilayah kerjanya meliputi tempat di mana hak atas tanah 

berada. 

c. Pendaftaran APHT dengan Daftar Tanah (BPN). Pendaftaran 

merupakan prasyarat wajib untuk pembuatan hak tanggungan dan 

mengikat hak tanggungan kepada pihak ketiga. Sebagai tanda bukti 

pendaftaran hak tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan Surat 

Keterangan Hak Tanggungan (SHT) dengan irah-irah “Demi Tuhan 

Yang Maha Esa” pada sertifikat tersebut, yang memberikan kuasa 

untuk melaksanakan putusan pengadilan. 

6. Hapusnya Hak Tanggungan  

Berdasarkani Pasali 18i Ayati (1)i UUHT,i hapusnyai Haki Tanggungani yaitui 

karena: 

a. Hapusnyai utangi yangi dijamini dengani Haki Tanggungani (accesoir). 

b. Dilepaskani Haki Tanggungani olehi kredituri pemegangnya,i yangi 

dibuktikani dengani pernyataani tertulis,i mengenaii dilepaskannyai haki 

tanggungani yangi bersangkutani kepadai pemberii Haki Tanggungan. 

c. Pemberii Haki Tanggungani yangi bersangkutani berdasarkani penetapani 

peringkati olehi ketuai Pengadilani atasi permohonani pembelii tanahi yangi 

dijadikani jaminan. 

d. Hapusnyai haki tanahi yangi dibebanii Haki Tanggungan. 
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BAB III 

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP  

NOMOR 3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp 

 

A. Duduk Perkara Putusan Nomor 3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp tentang 

Pembiayaan Murabahah 

Pengajuan Gugatan Sederhana perkara wanprestasit padar pembiayaani 

Murabahah padal penelitiani inis terjadil di Pengadilani Agamal Cilacapi 

yang telaht didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap tertanggal 

17 Juli 2019, setelah dirubah dan disempurnakan oleh Penggugat tertanggal 23 

Juli 2019 dengan nomor register perkarat Nomor 3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp. 

tentang sengketal ekonomil syariah.  

Padal tanggal 25 Juni 2018, Penggugati dani Tergugati mengadakani 

Perjanjiani Murabahahi secarai tertulisi di PT BPRS Gunung Slamet Cilacap 

dengan Notaris Agung Dwi Prasetyo, SH.Mkn Dalam bentuk akad jual beli 

untuk membeli rumah di Kompleks Perumahani Bandengan Indah. Dalam 

perkara ini, tergugat memperoleh akad pembiayaanl dari bank penggugat 

berupat Pembiayaan Murabahah berdasarkan akad nomor 

426/MRBH/VI/2018 dengan harga belit banki sebesari Rp.i 170.000.000i 

(Seratusi Tujuhi Puluhi Jutai Rupiah)i dani lebih.i margini bankli sebesari Rp.000i 

(seratusli limati puluhii tujuhli jutai delapani puluhi ribui rupiah)i makai hargai juali 

banki tersebuti adalahi Rp.i 327.080.000i (tigati ratusi duali puluhi tujuhli jutali 

delapani puluhii ributi rupiah).i Sistemi pembayarani yangi digunakani terdakwai 
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adalahi sistemi cicilan dengan pembayaran bulanan sebesar Rp 3.893.810,- 

(tigai jutal delapani ratus sembilani puluh tigat ribu delapan ratusi sepuluh 

ribul rupiah) dalami 84 (delapanii puluh empat) kali angsuran dani dibayari 

paling lambatl tanggal 25 (dua puluh lima) hari bulani yang bersangkutani.
52

 

Penggugat pada awalnya menerima pembayaran dari tergugat tanpa 

masalah, tetapi hanya setelah 6 (enam) kali angsuran, tergugat berhenti membayar 

pembayaran atau wanprestasi. Penggugat mencoba menengahi dengan berbagai 

cara dengan berulang kali mengeluarkan tagihan atau mengirimkan peringatan, 

namun diabaikan oleh tergugat. Akibat kelalaian tergugat, penggugat berhak 

menggugat semua tanggungan tergugat dan mengumpulkan dana. Dalam 

persidangan, penggugat menyatakan bahwa tergugat bersalah melakukan 

kelalaian yang menyebabkan kerugian besar bagi penggugat. 

Akibat cidera janji/wanprestasil tersebuti yang dilakukan tergugat 

terhadapi Akadi Pembiayaan Murabahah pihak penggugat mengalami 

kerugian materil berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah, penggugat dalam 

gugatannya menuntut ganti rugi uangi sebesari Rp.i 303.717.140i (tigai ratusi tigai 

jutai tujuhi ratusi tujuhii belasii ribui seratusii empati puluhi rupiah) penggugat 

mengalamit kerugiant per Juni 2018. Dengans rincian adalahi sebagai berikut: 

Hargat Juali    : Rp. 327.080.000,- 

Angsuranj yang sudahi masukl   : Rp.   23.362.860,- 

Totalt kewaibani Tergugati   : Rp. 303.717.140,-
53
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Bahwal sebidangi tanaht besertai dengant bangunani diatasnyal 

dengant buktil sertifikati hakt milik (SHM)  di kelurahant Cilacap, Kecamatant 

Cilacap Selatani, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sebelumnyal 

dibeli dan sudaht di DP oleh Adikt Tergugat I dari Paki Tugino. Seiringt 

berjalannyai waktut adiki tergugat I tidaks bisat melunasil pembayarant 

tersebut. Kemudiani adik tergugatsI membujuk adikt tergugat II secarai terust 

menerus untuk membeli tanahi berikuti bangunannyat sehinggat adik tergugat 

II bersediat untukt membelinyai dengani menggunakan namal tergugati 

dikarenakant adik tergugati II bekerjat dan tinggali di Amerikai Serikat. Makat 

semuai pembayarant di transfer baikt melalui itergugat, ke ipenggugat PT 

BPRS Gunung Slamet sertal ke adikt tergugat I. Akant tetapi, karenati 

kebutuhani hidupi keluarga,i makaii adiki tergugati Ii tidaki sengajati menggunakani 

uangi yangi seharusnyati untukti pembiayaanii tersebut. 

Namunii darii pihakii Penggugatii tidakti memperolehi informasii awali 

yangi dapati dibuktikani secarai hukumi bahwaii pembeliani sebidang tanahi 

beserta bangunant diatasnyal dilakukan oleh Adikt Tergugat I. tidakt 

mengetahui bahwai Adik Tergugat I tidakt mempunyai danai untuki melunasi 

pembelian rumah, tidakt mengetahuil informasi adiki tergugat I untuki 

memintat bantuant kepadai Adik Tergugat II untuki membeli rumah, tidaks 

mengetahuil informasi Tergugati hanya sebagait nama untuki membeli rumah. 

Penggugati meyakini bahwa Tergugati yangl bertransaksit untuki melakukant 

pembayarant rumah melaluil pembiayaani darit PT BPRS Gunungt Slamet.
54
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Dengan alasan tersebut maka penggugat mengajukan replik memohont 

kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap, agart semuat 

dalilt replik penggugat dapat dipergunakani sebagai bahanipertimbangan. 

Tertanggal 2 April 2018 Tergugat mengajukan Duplik atas Replik 

Penggugat. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam repliki 

Penggugat kecuali dapat dibuktikan kebenarannyat dan diakui secara tegasi 

oleh iPenggugat. Tergugati sudahi pernah menjelaskant kepada penggugats 

kondisil kejadian awal kalau pembelian itu darit adiks tergugat I , jika 

penggugat tidak mengetahui kemungkinan kurangnya koordinasi dan 

manajemen yang baik kantar di dalam perusahaan penggugat dalams 

menyikapi suatu informasit. 

Berdasarkan uraian di atas, penggugats memohon kepada Ketua 

Pengadilant Agama Cilacap untuks memanggilt para pihaki yang bersengketai 

padat persidangan gunal memeriksa, mengadilit dan memutus gugatan ini. 

B. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 

3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp Tentang Sengketa Wanprestasi Dalam Akad 

Murabahah 

Hakim Pengadilan Agama Cilacap yang dilantik sebagai majelis dalam 

menyelesaikan perselisihan ini mempunyai beberapa pertimbangan sebelum 

memberikan putusan muktamad dalam kes ingkar ini. Beberapa pertimbangan 

hakim dalam memutuskan kes ini adalah seperti berikut: 

Memandangkan, tujuan dan objektif tuntutan mahkamah Penggugat 

adalah seperti yang diterangkan di atas. 
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Sehubungan dengan itu, maka diperintahkan mediasi sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 agar upaya 

perdamaian dapat lebih baik sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR, Drs 

Noer Rohman diangkat sebagai orang tengah dia melakukan prosedur 

pengantaraan tetapi berdasarkan laporan surat yang ditulis pada 16 Agustus 

2019, tetapi tidak dapat mencapai kata sepakat.
55

 

Dengan mengandaikan bahawa tuntutan Penggugat telah didaftarkan 

secara rasmi, kandungan telah dibaca dan disahkan, dan Hakim telah berusaha 

untuk mendamaikan kedua-dua pihak yang berhujah telah berdamai, tetapi ia 

tidak berjaya, tetapi pemeriksaani atasi perkarai dapat diteruskan. 

Menimbang,i bahwai Penggugati menyatakani dirinyai berkapasitasi 

(mempunyaii legali standing)i mengajukani perkarai ini casui atasi dasari bahwai 

pihaknyai telahi mengeluarkani produki Pembiayaani Murabahahi kepadai 

Tergugat. 

Menimbang,i bahwai padai pokoknyai Penggugati mengajukani gugatani 

ciderai janjii (wanprestasi)i kepadai Tergugati tergugati terhadapi akadi 

Pembiayaani Murabahahi dengan Akadi Nomori Akadi 426/MRBH/VI/2018i 

dengani nilaii kerugiani materiili peri Junii 2019i sejumlahi Rp.303.717.140,00i 

(Tigai ratusi tigai jutai tujuhi ratusi tujuhi belasi ribui serratusi empati puluhi ribui 

rupiah) 

Menimbang,i bahwai berdasarkani gugatani Penggugati tersebuti Tergugati 

mengakuii dani membenarkani seluruhi alasan-alasani gugatani Penggugat 
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Menimbang,i bahwai berdasarkani pengakuani tersebuti makai dengani 

demikian alasan-alasan gugatan tersebut harus dinyatakan terbuktii 

kebenarannya,i hali manai sesuaii dengani pasali 174i HIR. 

Memandangkan, selain daripada mengakui dan menjustifikasikan 

alasan tuntutan Penggugat, dalam jawabannya beliau turut mengakui 

berlakunya cicilan macet seperti yang disebut oleh tergugat kerana plot tanah 

asal dan rumah yang didudukinya serta pengesahan Sertifikat Hak Milik. 

(SHM) No. 2456/Cilacap, Tarikh Maklumat 25 Julai 1998, Buku Ukuran No. 

153/1998 bertarikh 17/06/1998 berlokasi di Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap 

Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sebelumnya dibeli oleh 

Adik tergugat I dan di DP oleh adik tergugat I, kemudian adik tergugat I 

memujuk adik tergugat II untuk membeli tanah dan rumah di situ seperti yang 

dinyatakan dalam butir 1 (satu) ke atas. Memandangkan adik Tergugat I terus 

bertegas, adik Tergugat II akhirnya bersetuju membeli menggunakan nama 

Tergugat, kerana adik Tergugat II bekerja dan tinggal di Amerika. Oleh kerana 

adik kepada Tergugat II tinggal dan bekerja di Amerika Serikat, semua 

pembayaran dibuat melalui Tergugat, kepada Penggugat, dalam hal ini PT. 

BPRS Gunung Slamet dan Adik Tergugat I. Namun, atas keperluan keluarga, 

adik Tergugat I menggunakan uang yang sepatutnya dibiayai.
56

 

Menimbang, bahwa namun demikiani dalami dupliknyai Tergugati jugai 

menyatakani bahwai secarai logikai hokum,i memang suatui nama debituri tentunya 

sesuai nama yang terterai padai perjanjiani krediti yangi menandatangani.i Tapii 
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padai praktiknya,i banyaki jugai kepemilikani orangi lain,i tapii hanyai pinjami 

namai saja,i dani itui merupakani suatui kelaziman. 

Menimbangi bahwai terlepas dari tanggapani Penggugati meskipun 

menuruti Tergugati beralasan yang adai pokoknyai bahwa akadi pembiayaani 

yang terjadii antara Penggugati dengan Tergugati dalam hal ini Tergugati 

hanya dipinjaml Namanyal untuk kepentinganl adikl tergugat II, namun 

ternyatai Tergugatl juga mengakuil bahwa pihaknyalahl yang melakukan 

perikatanl dengant Penggugat, maka Majelisl Hakim berpendapatl bahwa 

karena secara sadar Tergugatl telah melakukanl perbuatanl hukuml 

(menandatangani kontrak/perjanjian) bahwa dia mesti memikul 

tanggungjawab terhadap tindakan undang-undang yang telah diambilnya, yang 

sesuai dengan ketentuan Pasal 1354 KUH Perdata. 

Menimbang,i bahwai untuki meneguhkani alasan-alasani gugatannyai 

Penggugati telahi mengajukani bukti-buktii surati (buktii P-1i sampaii dengani P-

24),i bukti-buktii manai sepanjangi adai relevansinyai dengani perkaraai quoi dinilaii 

sebagaimanai pertimbangani berikuti ini;  

Menimbang, berdasarkan bukti bertanda P-6 perkara ini diajukan oleh 

perkara hukum yang layak dan diajukan ke pengadilan yang berwenang (vide 

Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 dan 

dipinda dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan 

Agama)
57
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Menimbang,i bahwai berdasarkani pengakuani Tergugati dani berdasarkani 

buktii bertandai P-6i yangi berupai fotokopii Akadi Pembiayaani Murabahahi 

Nomori 426/MRBH/VI/2018i tertanggali 25i Junii 2018,i buktii tersebuti telahi 

bermateraii cukupi dani telahi dicocokkani dani ternyatai sesuaii dengani aslinya,i 

harusi dinyatakani terbuktii bahwai Penggugati dani Tergugati telahi terikati dengani 

Akadi Pembiayaani Murabahah,i dengani demikiani Penggugati berkwalitasi 

(mempunyaii legali standing)i dalami perkarai ai quo.  

Memandangkan berdasarkan dalil di atas (bukti P-6) setelah diteliti 

secara teliti bahawa akad pembiayaan murabahah telah memenuhi rukun dan 

syarat akad seperti yang ditetapkan dalam artikel 23, 24 dan 25 Kompilasi 

Undang-undang Ekonomi Syariah (KHES). dan memenuhi maksud perkara 

116 KHES, yang juga selaras dengan tujuan Perkara 1320 KUH Perdata yang 

mengesahkan bahawa perjanjian sewajarnya dibuat, perlu dipenuhi empat 

syarat: 

1. Kesepakatani merekai yangi mengikatkani dirinya 

2. Kecakapani untuki membuati suatui perikatan 

3. Suatui persoalani tetentu 

4. Suatui sebabi yangi tidaki terlarang 

Makai akadi pembiayaani murabahahi dengani Nomori akadi 426/MRBH/VI/2018i 

i tertanggali 25i Junii 2018,i harusi dinyatakani sahi secarai hukum. 

Memandangkan, mengikut tuntutan Penggugat bahawa Tergugat 

mengisytiharkan bahawa sesuatu pihak melakukan pelanggaran 

kontrak/kesalahan, yang diakui oleh Tergugat. 
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Manakala, kontrak pembiayaan murabahah dan kontrak bernomor 

426/MRBH/VI/2018 bertarikh 25 Jun 2018 antara Penggugat dan Tergugat 

telah mengikat perjanjian pembiayaan yang mana selepas semakan dan 

kekuatan perjanjian, penalti menggunakan program pembayaran untuk 84 

bulan. dan tidak menggunakan sistem kawalan jatuh tempo. 

Pertimbangkan, peraturan keingkaran dalam pelaksanaan 

kontrak/perjanjian berlaku semasa pelanggaran cidera janji berdasarkan 

kontrak dan pihak yang melakukan pelanggaran janji yang ditandatangani 

tanpa menunggu jatuhl tempo.
58

 

Menimbang, bahwa secara limitative peraturan perundangan telah 

mengatur bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena 

kesalahannya: 

1. Tidaki melakukani apai yangi dijanjikani untuki melakukannya 

2. Melaksanakani apai yangi dijanjikannya,i tetapii tidaki sebagaimanai dijanjikan 

3. Melakukani apai yangi dijanjikannya,i tetapii terlambat 

4. Melakukani sesuatui yangi menuruti perjanjiani tidaki bolehi dilakukan 

(vide: Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/ KHES) 

Apabila dipertimbangkan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kemungkiran adalah suatu peristiwa 

atau keadaan di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban 

pelaksanaannya dengan baik, dan merupakan Debitor mempunyai unsur 

kesalahan. 
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Menimbang, berdasarkan pengakuan Tergugat dan berdasarkan bukti 

bertanda P-13 hingga P-19, Tergugat telah diberikan 5 (lima) Surat 

Pemberitahuan dan 1 (satu) Saman yang kesemuanya berisi peringatan agar 

Tergugat telah memenuhi prestasinya tetapi ternyata tidak pernah memenuhi 

kewajiban/pencapaian, Majelis Hakim memandangnya sebagai ingebreke 

stelling, yaitu teguran kreditur kepada debitur yang dilakukan secara mandiri 

bukan melalui pengadilan, namun ternyata Tergugat tidak memenuhi 

kewajibannya. /pencapaian, maka Tergugat hendaklah diisytiharkan telah 

mungkir janji/mungkir janji (wanprestasi).
59

 

Berdasarkan ini, menurut pengakuan Penggugat bahawa pihaknya 

muflis kerana keingkaran Tergugat dalam nilai harta sehingga Jun 2019 

sebanyak Rp. 303,717,140,00 (tiga ratus tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu 

empat puluh ribu rupiah), yang diakui dan dibenarkan sekurang-kurangnya 

tidak disangkal oleh Tergugat, kerugian akibat kecacatan tersebut 

menyebabkan Penggugat mengalami kerugian secara finansial sejumlah Rp. . 

303,717,140,00 (tiga ratus tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus empat 

puluh ribu rupiah) wajib diumumkan. 

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya wanprestasii yangi 

mengakibatkani Penggugati menderitai kerugiani materiili sejumlahi Rp.i 

303.717.140,00i (tigai ratusi tigai jutai tujuhi ratusi tujuhi belasi ribui serratusi empati 

puluhi ribui rupiah)i yangi dilakukani Tergugat,i makai telahi sepatutnyai Tergugati 

dihukumi untuki membayari kerugiani tersebut. 
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Memandangkan, mengikut keperluan Penggugat seperti dalam tuntutan 

nomorl 6 yang bermaksud bahawa Penggugat meminta ijin mengeksekusi 

jaminan Para Tergugat, atau jika Tergugat tidak membayar dengan kadar 

segera waktul yang dtentukan. 

Melihat kepada itu, dalam jawapan dan sanggahannya, Tergugat tidak 

ada keberatan terhadap prinsip tersebut malah Tergugat cuba 

membantu.kepada Penggugat untuk mencari pembeli yang boleh 

menggantikan tempat Tergugat, supaya dana masyarakat yang disimpan di 

bank Penggugat, tidak akan menjadi masalah. tapi sampai sekarang belum ada 

yang maubeli. Dan hal ini diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat. 

Bagaimanapun, Tergugatl berharap”selisih”dari uangl yang sudahl masukl 

kepada Penggugatl agar secara jujur diberikanl kepada Tergugat serta 

dilaksanakani secarai transparan.
60

 

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban yang disampaikan Tergugat 

Majelis Hakimi menilaii olehi karenai ternyatai dictumi tersebuti tidaki disusuni 

secarai cermati dimanai Penggugati memohoni ijini untuki dapati mengeksekusii 

jaminani parai Tergugat,i sedangi dalami perkarai ai quoi Tergugatnyai adalahi 

tunggali (tidaki adai komulasii subyektif),i lagii pulai meskipuni Penggugati dalami 

diktumnyai memohoni untuki memohoni ijini untuki dapati mengekesekusii 

jaminan,i ternyatai tidaki didukungi dengani posita,i makai tuntutani tersebuti dinilai 
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kabur (obscuur libel) sehingga oleh karenanya tuntutan tersebut harus 

dinyatakan tidak dapat diterima.
61

 

Menimbang, mengikut segala pertimbangan seperti yang dinyatakan di 

atas, tuntutan Penggugat adalah dianggap beralasan dan berasas supaya ia 

boleh diterima sebagianl dan menunjukkan bahawa ia tidak diterima selain 

daripada yang lain seperti yang disebut dalam susunan keputusan kes a quo. 

Menimbang, bahwa bukti yang tdak dipertimbangkan dianggap telag 

dikesampingkan. 

Menimbang, tetapi dikarenakan pihak lawan kehilangan putusan a quo, 

berdasarkan Pasal 181 HIR biaya yang timbul dari perkara ini ditanggung oleh 

tergugat dalam jumlah yang sama pentingnya dalam pernyataan putusan. 

Menimbang, segenap peraturan perundangan yang berlaku dan dalil-

dalil syara’ yang berkaitan dengan perkara ini. 

C. Isi Putusan Nomor 3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp tentang Sengketa 

Wanprestasi dalam Akad Murabahah 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap di mana Pengerusi Dewan 

Drs.Muslim S.H., M.S.I. seperti Hakim Besar Drs. Syahrial, S.H., M.H. dan Dr. 

H. Moh. Suhadak, M.H. setiap Timbalan Hakim. Keputusan ini juga diumumkan 

pada hari tersebut di mahkamah yang dibuka kepada umum oleh pengerusi panel 

dibantu oleh Miftakhul Hilal, S.H., seorang timbalan kepaniteraan dan Pengacara 

Penggugat yang hadir dan di luar hadirnya Tergugat. 
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Isi putusan tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian 

2. Menyatakan sah akad pembiayaan murabahah dengan nomor akad 

426/MRBH/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani 

Penggugat an Tergugat pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 

3. Menyatakani Tergugati (Termohon)i telahi melakukani ingkari janjii 

(wanprestai)i terhadapi Penggugati yangi menimbulkani kerugiani materiili 

sejumlahi Rp.i 303.717.140,00i (Tigai ratusi jutai tujuhi ratusi tujuhi belasi ribui 

seratusi empati puluhi ribui rupiah)i kepadai Penggugat. 

4. Menghukumi Tergugati untuki membayari kerugiani materiili sejumlahi Rp.i 

303.717.140,00i (Tigai ratusi tigai jutai tujuhi ratusi tujuhi belasi ribui seratusi 

empati puluhi ribui rupiah)i kepadai Penggugat. 

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 

Rp.406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).
62

 

Oleh itu, perkara ini telah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 

Majelis yang diadakan pada hari Jumaat 20 Disember 2019 Masehi bersamaan 

23 Jumadil Awal 1441 Hijriyah dan keputusan tuntutan Penggugat diterima 

sebagian dan menyatakan Tergugat telah mungkir janji/lalai. Oleh kerana 

Tergugat kalah untuk membayar biaya perkara dari pendaftaran kepada 

pembayaran tindakan Tergugat sebanyak Rp. 406.000,00 (empat ratus enam 

ribu rupiah). 
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BAB IV 

ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA ATAS 

TRANSAKSI MURABAHAH DALAM PUTUSAN NOMOR 

3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp. 

 

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara 

Gugatan Sederhana Dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 

3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp 

Putusan Hakim bernilai mulia karena dipertanggungjawabkan atas 

nama Tuhan dan putusan  tersebut juga berlaku bagi para pihakt yang 

ibersengketa. Putusani harus objektif dan mengandung nilai keadilan, serta 

mempertimbangkan nilai kemanusiaan sehingga jauh dari unsur menzalimi. 

Putusan yangt dijatuhkanq harust berdasarkan pertimbangan yang jelas dan 

cukup.
63

 Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangani hukum yang 

komprehensif. Putusant hakim yangt tidak cukupt pertimbangannyat 

menyebabkani putusan tersebuts dikategorikani putusans yang tidak cukup 

pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd).
64

 

Para hakim memilikii kewajibani untuki memutuskan masalah tersebut. 

Oleh karena itu para hakim harus senantiasa memperdalam ilmu hukumnya 

guna memperkuat aspek-aspek yang menjadi dasar putusannya. Hakim secara 

khusus menetapkan hukum untuk peristiwa-peristiwa tertentu. Oleh karena itu, 

putusani hakimi adalahi hakimi (judge-made-law).i Putusani hakimi mengikati 
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sejaki diumumkani dani tidaki akani berlakui sampaii dengani telahi menjadii tetap. 

Setelah dilaksanakan, putusan tersebut hanya merupakan sumber hukum dan 

tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
65

 

Pertimbangan hukum menjadi inti dari setiap putusan hakim. 

Pertimbangan hukum merupakan dasar atau landasan yang menjadi dasar 

pertimbangan hakim dalam memutuskan setiap perkara yang ditanganinya. 

Pertimbangan meliputi analisis, penalaran, pendapat atau kesimpulan hukum 

dari hakim yang memeriksa perkara.
66

 Pertimbangan hukum meliputi, selain 

alasan atau pertimbangan yang logis dan rasional, pertimbangan lain berupa 

interpretasi dan penafsiran hukum atas sengketa yang bersangkutan.
67

 

Dasar Pertimbangant Hakimi Pengadilan Agamai Cilacap dalams 

memutusi sengketai Ekonomi Syariah dengani Nomor Perkara 

3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp tentangs wanprestasi pada akadt pembiayaan 

Murabahaht Nomor akad: 426/MRBH/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, 

mempertimbangkan dari berbagait hal termasukt dasari hukum yangs 

digunakant dalam putusan perkara ini. 

Penggugat mendasarkan gugatannya pada isi Akadi Pembiayaani 

Murabahah dengan Nomori 426 tertanggal 25 Juni 2018 yangs dibuati oleh 

Penggugat dan Tergugats pada pasal 14 ayat (2) menjelaskant tentangi 

kesepakatant para pihaki yangs berakadi jika di kemudiani hari terjadit 

sengketa, merekai bersepakati apabila musyawaraht untuki  mufakati telah 
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diupayakan tidaks tercapait maka akan diselesaikant melaluit Kepaniteraan 

Pengadilant Agama Cilacap. Perkarat ini adalahi sengketat Ekonomit Syariah 

dans tergugat berdomisili diwilayah hukumt Pengadilant Agama Cilacap, 

makai Pengadilani Agama Cilacap berwenangt untuki memeriksa, memutus, 

dan menyelesaikans perkara ini.
68

 

Menurut penulis dalam pertimbangan mengenai kewenangan 

Pengadilan Agama sudah tepat, karena perkara Ekonomi Syariaht menjadi 

kewenangani absolut Pengadilant Agama serta dalami isi Akadt Pembiayaan 

Murabahahi yangt dibuat oleh Penggugats dan Tergugat pada paasal14 ayat 

(2) tercantum kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan 

Agama. 

Sebelum pemeriksaan dan putusan dalam kasus ini, tindakan hakim 

untuk mendamaikan para pihak yang berselisih dengan bantuan mediator, 

menurut pendapat penulis, sudah tepat, meskipun sebenarnya tidak ada 

perdamaian dalam kasus ini. Pasal 130(1) HIR dan Peraturan Mahkamah 

Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 menjelaskan tata cara mediasi. Dalam hal 

ini, penulis menjelaskan mis. sehubungan dengan kedua pasal tersebut: 

Pertama, Pasal 130 Ayat (1) HIR berbunyi: 

“ jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang 

mereka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba 

akan mendamaikan mereka”.  
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Dengan adanya ketentuan pasal tersebut hakim diwajibkan untuk 

mengusahakan perdamaian di antara para pihak. 

Kedua, Menurut PERMA No 1 Tahun 2016 yang berbunyi:
69

 

“ Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan 

dibantu oleh Mediator.” 

Menurut penulis, pasal di atas menegaskan bahwa hakim berkewajiban 

untuk mendamaikan para pihaki yangi bersengketa.i Apabilai keduai belahi pihaki 

hadiri dalami persidangan,i makai hakimi wajibi mendamaikani keduanya,i upayai 

perdamaiani inii dilakukani tidaki hanyai padai harii pertamai sidang,i tetapii dapati 

jugai dilakukani padai sidang-sidangi berikutnya,i sekalipuni memasukii sidang.i .i 

tahapi pemeriksani lebihi lanjut.i Kegagalani hakimi untuki melakukani sidangi 

damaii inii akani mengakibatkani putusani batali (putusani yangi tidaki mempunyaii 

kekuatani hukum). 

Islam adalah agama yang berasal dari Allah SWT yang maha Adil, 

Maha Besar,dan Maha Bijaksana dalam segala hal terutama masalah hukum. 

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat135 

َِ و الْا قْ ر بِيْن  ۚ  يْ اۤء  للَّّ ِ و  ل وْ ع ل ٰٓى ا نْ فُسِكُمْ ا وِ الْو الِد  د   َ َ  ا م نُ وْا كُوْنُ وْا ق  وَّامِيْن  بِالْقِسْطِ شُ ا الَّذِيْ  َ ي ٰٓ ي  
ا ا وْ  تُ عْرِضُوْا ف اِنَّ   َٰٓ   ٗ اۗ ف لا  ت  تَّبِعُوا الْه و ٰٓى ا نْ ت  عْدِلُوْا ۚ و اِنْ ت  لْو ُ ا وْلٰ  بِِِم  َْ غ نِيًّا ا وْ ف قِي ْر ا ف اللَّّ  اِنْ يَّكُ

بِي ْر  ا لُوْن   خ   اللَّّ    ك ان   بِ ا ت  عْم 
“ Wahaii orang-orangi yangi beriman,i Jadilahi kamui penegaki keadilan,i 

menjadii saksii karenai Allah,i Walaupuni terhadapi dirimui sendirii ataui 

terhadapi ibui bapaki dani kaumi kerabatmu.i Jikai diai (yangi terdakwa)i 

kayai ataui miskin,i makai Allahi lebihi taui kemaslahatani (kebaikannya).i 

Makai janganlahi kamui mengikutii hawai nafsui karenai ingini 
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menyimpangi darii kebenaran.i Dani jikai kamui memutari balikani (kata-

kata)i ataui enggani menjadii saksi,i makai ketahuilahi Allahi mahai telitii 

terhadapi segalai apai yangi kamui kerjakan”.
70

 

 

Ayat di atas dengan jelas menyatakan bahawa kita harus benar-benar 

jujur dengan makna tersurat perkataan tersebut. Kita mesti adil dalam semua 

perkara, termasuk hal sivil. Oleh itu, dalam memutuskan kes, hakim mesti 

tahu betul-betul apa yang akan menang dan apa yang akan ditolak berdasarkan 

fakta. 

Dalam perkara yang disiasat, Tergugat hanya dipinjam namanya untuk 

kepentingan adik Tergugat I, tetapi Tergugat juga mengakui bahawa hakim 

mempunyai pendapat sendiri.pihak yang berhujah dengan Penggugat mesti 

menjawab kerana Tergugat adalah sadar secara sah tentang keadaan ini. dia 

melakukan perbuatan yang menyalahi undang-undang (dengan 

menandatangani kontrak). tuntutan perundangan yang mereka buat. 

Sesuait dengan pasal 1354 KUH Perdatal yang berbunyi:
71

 

“jikai seseorangti dengani sukarelai tanpai ditugaskan,i mewakilii urusani 

orangi lain,i dengani ataui tanpai setahui orangi itu,makaii iai secarai diam-

diami mengikatkani dirinyai untuki meneruskani sertamenyelesaikani 

urusani itu,i hinggai orangi yangi iai wakilii kepentingannyai dapati 

mengerjakani sendirii urusani itu.i Iai harusi membebanii dirii dengani 

segalai sesuatui yangi termasuki urusani itu.i Iai jugai harusi menjalankani 

segalai kewajibani yangi harusi iai pikuli jikai iai menerimai kekuasaani 

yangi dinyatakani secarai tegas.” 
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Penerjemah  Penafsir Al Qur’an. 2005) 
71 KUH Perdata Pasal 1354  



 

 

69 

Menurut penulis, majelis hakim sudah tepatl dalaml memberikan 

pendapat. karena Tergugat juga mengakui bahawa dia telah membuat 

perjanjian dengan Penggugat walaupun dia hanya dipinjam nama daripada 

adik Tergugat I dan yang terakhir ini secara sadar hukum tergugat telah 

melakukan perbuatan hukum. 

Penggugat membentangkan keterangan dalam bentuk P.1 hingga P.24 

bagi membuktikan bukti tuntutannya. Bukti bertanda P.6 dalam kes ini telah 

dikemukakan oleh entiti undang-undang yang terlibat dan dikemukakan 

kepada mahkamah yang berwibawa mengikut Perkara 1, (1) dan Perkara 49, 

(1) dan (2) ) Undang-undang No. 7 tahun 1989, sebagaimana yang dipinda 

oleh undang-undang. 3 Tahun 2006 dan dipinda oleh Undang-undang No. 50 

Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. 

Perkarai inii adalahi sengketai Ekonomii Syariah,i sesuaii pengakuanti 

tergugatsi dani sebagaimanai buktii P.6,i fotokopii Akadi Pembiayaani Murabahahi 

tanggali 25i Junii 2018i bernomori 426/MRBH/VI/2018i yangi ditandatanganii 

olehi Penggugati dani Tergugati dihadapani Notarisi Agungi Dwii Prasetyo,i 

SH.M.Kni terbuktii bahwai penggugati dani tergugati terikati dengani Akadi 

Pembiayaani Murabahah.
72

 

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memutuskan 

Penggugat selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS) Gunung Slamet Cilacap mempunyai kedudukan hukum untuk 

mengajukan tuntutan dalam kasus Ekonomi Syariah ini. 
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Berdasarkani buktii P.6i setelahti dikajii secarai seksamati akadii 

pembiayaani murabahahti telahi memenuhii rukunti dani syaratii akadi yangi diaturii 

dalamsi pasalii 23,24i dan25i Kompilasii Hukumti Ekonomisi Syari’ahi (KHES)i 

dani telahi memenuhii maksudi pasali 116i Kompilasii HukumdEkonomili Syari’ahi 

(KHES).
73

  

Menurut  Pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau 

lebih. Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa ada 4 (empat) syarat 

sahnya suatu perjanjian, yakni: 

1. Kesempatani merekati yangi mengikatkanti dirinyat 

2. Kecakapani untuksi membuati suatuli perikatani 

3. Suatuii persoalani tetentu 

4. Suatuli sebabii yangi tidaki terlarang 

Menurut penulis, akad pembiayaan murabahah yang dilakukan 

Penggugat dan Tergugat dengant nomort akads 426/MRBH/VI/2018 

tertanggali 25 Juni 2018,jika dilihat dari syarat sahnya perjanjian tersebut 

maka harusi dinyatakant sah secarat hukum. 

Mengikut pengakuan Tergugat dan berdasarkan bukti P.13 kepada 

keterangan P.19, adalah disahkan bahawa Penggugat telah membuat amaran 

dengan menghantar 5 (lima) surat pengiktirafan dan 1 (satu) saman. 

Bagaimanapun, tertuduh tidak boleh menunaikan tanggungjawabnya.
74
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Menurut penulis, sebagai pertimbangan untuk memfailkan tuntutan 

mahkamah yang difailkan oleh direktur utama PT. BPRS Gunung Slamet bagi 

tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban dalam akad pembiayaan 

murabahah adalah benar, karena penggugat dalam hal ini berusaha membuat 

tagihan, amaran atau tanda tangan di pihak lawan. Walau bagaimanapun, 

Tergugat tidak berniat baik untuk menyempurnakan kewajibannya, oleh itu 

Penggugat perlu mengajukan tuntutan terhadap isu ekonomi syariah dalam 

Pengadilan Agama untuk mendapatkan haknya. 

Berdasarkani buktii yangi telahi diserahkani mengenanii kesepakatani 

berakad,i Penggugati menyertainyai dengani buktii fotocopii surati Akadii 

Pembiayaanti Murabahahi Nomori 426/MRBH/VI/2018i tertanggalii 25i Junii 

2018,i antarai BPRSi Gunungi Slameti Cilacapi denganti Tergugat,i yangi dibuatsi 

dihadapani notaristi dani telahi ditandatanganili olehti keduai belahi pihak.i 

Tergugati menerimai pembiayaani Murabahahi sebesari Rp.i 327.080.000i (tigai 

ratusi duai puluhi tujuhi jutai delapani puluhi ribui rupiah)i dengani hargati belii Banki 

sebesari Rp.i 170.000.000i (seratusi tujuhi puluhi jutai rupiah)i ditambahti margini 

Bankii sebesari Rp.i 157.080.000i (seratusi limati puluhi tujuhi jutali delapani puluhi 

ributi rupiah)i dalami 84i kalii angsuran.
75

 

Tergugati telah melakukans perbuatant cidera janji/wanprestasit 

terhadapi Akad Pembiayaant Murabahahl Nomor 426 Tanggal 25 Juni 2018 

karena tidak memenuhi kewajibannya atau telah melalaikan kewajibannya 

dengan menunggak pembayaran angsuran. Serta merugikan pihak Penggugat 
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yaitu berupa kerugian materil sebesar Rp. 303.717.140,00 (tiga ratus tiga juta 

tujuh ratust tujuhi belas ribu seratust empat puluh ribul rupiah). 

Menurut Pasal 36 KHES , pihak dapatl dianggapt melakukan ingkart 

janji, apabilat karenal kesalahannya: 

1. Tidaksi melakukanti apai yangii dijanjikani untukli melakukannyat 

2. Melaksanakansi apai yangi idijanjikannya,i tetapili tidaksi sebagaimanaii 

dijanjikant 

3. Melakukanli apai yangti dijanjikannya,i tetapili terlambats 

4. Melakukansi sesuatuii yangi menurutli perjanjiani tidaksi bolehi idilakukan. 

Menuruts penulis, para tergugat dikatakan telah melakukan cidera 

janji/ wanprestasi, jika dilihat dari bentuk wanprestasi tersebut maka termasuk 

bentuk ke dua yaitu melaksanakanl apa yangt dijanjikannyal tetapi tidaks 

sebagaimanai yangt dijanjikan. 

Majelis Hakim menganggap bahawa, dalam jawaban yang diberikan 

oleh tergugat, di mana Penggugat meminta kebenaran untuk melaksanakan 

bukti tertuduh tidak ditulis dengan teliti.tetapi dalam perkara a quo 

Tergugatnya adalah tunggal. walaupun Penggugat meminta dalam 

permohonannya untuk melaksanakan eksekusi jaminan, tetapi tidak didukung 

dengan posita, maka tuntutan itu dianggap tidak jelas (obscure libel) Majelis 

hakim tidak menerima. tuntutan itu. 

Menurut penulis, keputusan majelis hakim mengenai tuntutan tersebut 

sudah tepat. Karena Penggugat memohon ijin mengeksekusil jaminant para 

tergugat, sedangkan dalamt perkara a quo tergugatnyat tunggali (tidaks ada 
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komulasit subyektif) dan petitumi yang tidaks didukungl dengant posital 

dinyatakant tidak idapat diterimat dan tuntutan tersebut dinilail kabur (obscuur 

libel). 

Dasart pertimbangant hukuml hakims terakhirt adalah HIR (Herziene 

Inlandsch Reglement), pasalt yang digunakant oleh hakims adalah pasal 181 

ayat (1) HIR. Pasal 181 ayat (1) HIR menjelaskant megenai siapa yang 

membayar biaya perkara. Yangt berbunyi: 

“ barangi siapati dikalahkani dengani keputusanti hakim,i akanti dihukumti 

pulai membayarti biayati perkara.i Akani tetapii biayai perkarai itui semuanyai 

ataui sebagiani bolehi diperhitungkanti antarai suami-isteri,i keluargai 

sedarahi dalami garisi lurus,i saudarai laki-laki,i dani saudarai perempuan,i 

ataui keluargai semendati dalami derajatli yangi samai begitui pulai halnyai 

jikai masing-masingti pihaki dikalahkanti dalami hal-hali tertentu.” 

Pasal ini berarti bahwa pihak yang kalah dalam proses persidangan 

bertanggung jawab atas biaya persidangan. Dalam hal ini pihak tergugat 

adalah pihakt yang ikalah, sehingga tergugat diwajibkan membayart biaya 

perkara..  

Perincian biaya yang timbult dalams perkara sebagai berikut:
76

 

1. Pendaftarant : Rp. 30.000,00 

2. Admnistrasi : Rp.  50.000,00 

3. Panggilant : Rp.  300.000,00 

4. PNBP Panggilans : Rp.  10.000,00 
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5. Redaksit : Rp.  10.000,00 

6. Materail : Rp.  6.000,00 

Jumlaht : Rp. 406.000,00 

Dari proses pertimbanganl hukum diatas dan pengambilani putusan 

oleh hakim dalam hal landasanl hukum yang digunakanl untuk memutus 

perkara, Hakim sudah tepat dengan memuat alasan-alasan dengan 

mempertimbangkanl berbagai hal termasuk dasar hukum yang digunakan 

sebagai dasarl putusan tersebut. 

B. Analisis Ketentuan Pengalihan Hak Tanggungan Dalam Putusan 

Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp tentang 

Gugatan Sederhana Atas Transaksi Murabahah 

Tidak semua orang mempunyai lebih banyak uang, kerana sebenarnya 

terdapat banyak organisasi yang tidak baik dari segi keuaangan. Kerana 

permintaan yang tinggi dan ketidakupayaan ekonomi untuk memenuhi 

permintaan ini, banyak orang meminjam uang daripada bank. Semakin 

banyak, Indonesia melaksanakan perubahan undang-undang yang memberi 

kesan besar pada bidang hukum keperdataan Indonesia, khususnya pada 

hukum jaminan. Kehadiran hukum jaminan amat penting untuk menyokong 

pembangunan dan pemulihan ekonomi yang sedang dilaksanakan di 

Indonesia. Agensi pertanahan adalah salah satu penjamin yang dapat 

memberikan kepastian undang-undang dan melindungi kedua-dua penjamin 

dan penerima, hak tanggungan janji. 
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Hak Tanggungant adalahi hak jaminant yangt dikenakan pada hakl atas 

tanahi, berikuti ataul tidaks berikut benda-benda lain yang merupakan satu 

kesatuan dengan tanah, untuk pelunasant hutangl tertentul.
77

 Berdasarkan 

Pasalt 1 angkat 1 Undang-Undangt Nomorl 4 Tahun 1996 tentag Hakt 

Tanggungan (UUHT) menyatakant bahwa: 

“Haki Tanggunganti atasi itanahi besertati benda-bendali yangi berkaitani 

denganti tanah,i yangi selanjutnyali disebutii Haki iTanggungan,i adalahi 

haki ijaminani yangi dibebankanti padai haki atasti tanahi sebagaimanati 

dimaksudti dalami Undang-undangsi Nomori 5i Tahuni 1960i Tentangi 

Peraturanti Dasarti Pokok-pokokti Agraria,i berikuti atauli tidaki berikuti 

benda-bendati yangi merupakanti satui kesatuanti denganti tanahi 

itu,untuki pelunasanti utangsi tertentui yangti memberikanti kedudukanti 

yangi diutamakani kepadai kreditori tertentui terhadapi kreditor-kreditori 

lain.” 

Berdasarkan ketentuan Pasalt 16 Undang-undangt Nomor 4 Tahun 

1996 tentangt Hak Tanggungant atas Tanaht beserta benda-bendat yang 

berkaitant dengan tanahl yang sebagai berikut :
78

 

(1) Jikai piutangsi yangi dijamin dengani Hakii Tanggunganli beralihti karenati 

cessie,i subrogasi,i pewarisan,i ataui sebab-sebabi lain,i Hakti Tanggunganli 

tersebuti ikuti beralihti karenai hukumsi kepadati kreditori yangti baru. 
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78 Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 6 Nomor 4 Tahun 1996 Tentang  Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang  Berkaitan Dengan Tanah, hlm.10 
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(2) Beralihnyati Haki Tanggunganti wajibi didaftarkanli olehi kreditorti yangi 

baruti kepadali Kantori Pertanahant. 

(3) Pendaftaranti beralihnyali Haki Tanggungani dilakukanti olehi Kantorti 

Pertanahanti denganli mencatati padai bukuli tanahi Haki Tanggungansi dani 

bukuti tanahi haki atasti tanahi yangi menjadili obyeki Haki Tanggunganti 

sertai menyalini catatani tersebuti padai sertifikati Haki Tanggungani dani 

sertifikati haki atasi tanahti yangi bersangkutanl. 

(4) Tanggalti pencatatani padati bukui tanahi adalahii tanggali harii ketujuhti 

setelahi diterimanyati secarai lengkapti surat-suratsi yangi diperlukanti 

bagii pendaftaranti beralihnyati Haki Tanggungani dani jikai harii ketujuhi 

itui jatuhi padai harii libur,catatanli itui diberii bertanggalti harii kerjati 

berikutnya. 

(5) Beralihnyati Haki Tanggungani mulaiti berlakuli bagii pihaki ketigati padai 

harii tanggalti pencatatan. 

Menurut penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tersebut di atas, peralihan hak tanggungan dilakukan atas dasar Undang-

undang, sehingga tidak perlu dibuktikan peralihan hak tanggungan sebagai 

accessoir dari perjanjian pokok. akta. disiapkan oleh badan pendaftaran tanah. 

Sebagai dasar peralihan hak tanggungan kepada kreditur baru (cessionaris), 

cukup dengan mendaftarkan peralihan hak tanggungan pada kantor tanah 

setempat dengan melampirkan akta peralihan hak tanggungan (cessie). 

Pengalihan tagihan (cessie) mengalihkan semua hak, kewajiban, dan 
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kekuasaan pemberi hak (kreditur asal) kepada penerima pengalihan (kreditur 

baru). 

Pemindahan hak tanggungan janji menjelaskan reputasi jenama gadai 

janji. Peraturan ini mengandungi peraturan dan kewajiban pemegang gadaian 

untuk mendaftarkan pemindahan hak tanggungan dan sijil hak tanggungan 

dengan APHT di pejabat tanah, berdasarkan pemindahan hak tanggunganan di 

kawasan lain, pada tarikh pendaftaran. 

Pengalihan hakt tanggungant dilakukant oleh krediturt baru di Kantort 

Pertanahanl di wilayah hukums dimana objekt jaminan hakl tanggungant itu 

beradal dan terdaftart. Dalam putusant nomor 3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp 

peralihan hak tanggungan dilakukan di daerah Cilacap. 

Hak tanggungan harus didaftarkan dan dibuat dalam bentuk dokumen 

yang dapat disebut Akta Pengenaan Hak Cipta (APHT), diatur dalam pasal 11 

UUHT dalam dokumen tersebut harus memuat nilai barang tertentu sebagail 

berikut: 

a. Namal dan identitast pemegangt dan pemberil Hak Tanggungant 

b. Kediaman para pihak yang memiliki dan memberikan hak tanggungan, 

jika salah seorang dari mereka tinggal di luar Indonesia, juga harus 

menyatakan baginya tempat terbaik di Indonesia. Dan sekiranya rumah 

pilihan tidak tersenarai, pejabat PPAT yang membuat Kelulusan Gadaian 

dikira sebagai rumah pilihan. 

c. Penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (1) 
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d. Nilai tanggungan 

e. Uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan 

Berdasarkan Pasal 13-14 UUHT, prosedur pendaftaran Hak 

Tanggungans secarat konvensional sebagai berikut:
79

 

1.  Pendaftarannya dilakukant di Kantor Pertanahanl 

2. Pejabat Pembuatl Akta Tanahl (PPAT) dalam waktu7 harit setelah 

ditandatanganinyal pemberiant Hakr Tanggungan wajibt mengirimkanl 

Akta Pemberiant Hak Tanggunganl (APHT) dan warkahs lainnya kepadat 

Kantorl Pertanahan beserta membawal berkast berupa: 

a. Surat Pengantart dari PPAT yang dibuatl ragkap dua dan memuats 

daftar jenist surat-surat yangl disampaikant 

b. Surat permohonant pendaftarant Hak Tanggungans dari penerimal Hak 

Tanggungant 

c. Fotocopy surats identitasi pemberi dan pemegangl Hakt Tanggungan 

d. Sertifikasi aslit hak atast tanah atau hakl milikt atas satuanl rumaht 

susun yang menjadit objek Hak Tanggunganl 

e. Lembart kedua akta pemberiant Hak Tanggunganl 

f. Salinant akta pemberianl Hak Tanggungant yang sudahl di paraf oleh 

PPAT yang bersangkutans untukt disahkanl sebagai Salinant oleh 

Kepala Kantorl Pertanahanl untuk pembuatant Sertifikatl Hak 

Tanggunganl. 

g. Bukti pelunasant biaya pendaftaranl Hak Tanggungant. 
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3. Kantors Pertanahanl membuatkant bukul tanah Hak Tanggungan dan 

mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek Hak 

Tanggungant serta menyalint catatans tersebut pada Sertifikat Hak Atas 

Tanahl yangt bersangkutant. 

4. Tanggal bukui tanah Haki Tanggungan adalahi tanggal hari ketujuhl 

setelah penerimaan secara lengkapt surat-suratl yang diperlukant untuk 

pendaftaran. Jika hari ketujuhl itu jatuht padal hari libur , buku tanah yang 

bersangkutant diberi tanggalt harit kerjal berikutnya. 

5. Hak Tanggungani lahir padar hari tanggal bukur tanah Hak Tanggunganl 

dibuatkani. 

6. Kantor Pertanahani menerbitkant Setifikat Hak Tanggungant yang memuat 

irah-irah, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, 

sehingga sertifikat tersebutl memilikit kekuatans eksekutorialt yang sama 

dengan putusant pengadilanl dan kemudians diserahkant kepada pemegang 

Haki Tanggunganr. 

Adanyal pembaharuant mengenai pelayanans Hak Tanggungan maka 

pemerintahs menerbitkant Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak 

Tanggungan Terintegrasit secara Elektronik selanjutnyal disebut (Permen 

ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020). Perubahant dalam penerbitant Permen 

ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 adalah penyederhanaanl proses pelayanan 

Hak Tanggungan yang didaftarkans secarar elektronik, melaluil pembaharuant 

peraturanl mengenaid pelayanan Hak Tanggungan Elektronik adalah upaya 
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pemerintaht untuk mempermudah masyarakat yang ingin mendapatkans 

layanan penjaminan tanah Hak Tanggungan guna untukl kebutuhan usahanya 

sehinggal tidak perlu datang ke Kantort Pertanahan setempat.  

Di dalamt Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2020 pencatatant 

pendaftaran Hakl Tanggungant tersebut dilakukan secara elektronik.
80

 

a. Peminjam mengemukakan Permohonan Perkhidmatan Gadai Janji 

Elektronik (HT-el) melalui sistem HT-el yang disediakan oleh Jabatan 

Pemuliharaan Pertanian Pertanian/Pertubuhan Tanah Awam. 

b. Semua permintaan untuk perkhidmatan HT-el adalah selaras dengan 

peruntukan undang-undang dan dikemukakan dalam bentuk Dokumen 

Elektronik. 

c. PPAT menyediakan borang dan borang digital serta keperluan pendaftaran 

melalui sistem elektronik yang bekerjasama dengan sistem HT-el 

d. sifar. Penyerahan dokumen disertakan dengan Penyata tanggungjawab 

untuk kesahihan dan ketepatan Maklumat Elektronik yang diberikan. 

e. Permintaan untuk perkhidmatan HT-el yang diterima oleh sistem HT-el 

menyediakan bukti pendaftaran permintaan yang dikeluarkan oleh sistem 

f. Buat pembayaran untuk perkhidmatan HT-el mengikut bilangan 

peruntukan kawal selia berkenaan Hasil Awam Bukan Cukai (PNBP) 

g. Permohonan diproses selepas dokumen dan yuran diluluskan oleh sistem 

HT-el 
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h. Jika pembayaran tidak disahkan oleh sistem HT-el, pemiutang boleh 

membuat pengesahan secara terus dengan Pejabat Tanah atau Pejabat 

Pendaftaran Tanah. 

i. Pemeriksaan pematuhan dokumen yang diperlukan dengan pendapat sijil 

Ht-el oleh Ketua Pejabat Tanah atau pegawai yang dilantik. 

j. Tinjauan dijalankan ke atas sistem HT-el 

k. Apabila pada akhir pemeriksaan terdapat dokumen yang tidak lengkap 

atau tidak sesuai, kreditur dan/atau PPAT akan diberitahu untuk segera 

melengkapi berkas tersebut dan akan diberikan jangka waktu paling lama 

5 (lima) hari sejak permohonan diterima oleh sistem HT-el. 

l. Jika dalam tempoh ini pemiutang atau PPAT tidak melengkapkan fail, 

permohonan akan diisytiharkan dibatalkan 

m. Sekiranya dokumen yang diperlukan adalah sesuai, Ketua Pejabat Tanah 

atau pejabat yang dilantik akan memberi kebenaran untuk penyerahan 

dokumen yang diperlukan dan konsep sijil HT-el. 

n. Dalam hal Ketua Pejabat Tanah atau pejabat yang dilantik tidak 

melakukan pemeriksaan hingga hari ke-7 (tujuh) dan hasil pelayanan HT-

el yang disediakan oleh sistem HT-el, dianggap telah memberi kelulusan 

atau kelulusan. 

o. Hasil pelayanan HT-el berupa dokumen elektronik yang meliputi (a) 

sertifikt Ht-el, (b) catatan Hak Tanggungan pada buku tanah hak atas tanah 

atau milik atas satuan rumah susun, dan (c) catatan Hak Tanggungan pada 

Sertifikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan rumah susun 
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p. Pencatatan Hak Tanggungan pada buku tanah hak atas tanah atau hak 

milik atas satuan rumah susun dilakukan pada Buku Tanah Elektronik oleh 

Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang diberikan kewenangan. 

q. Pencatatant Hak Tanggunganl pada Sertifikat Hak Atas Tanah atau Hak 

Milik Satuan Rumah susun dilakukan oleh kreditor.  

Dalam Putusani Nomor 3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp bahwa tergugat 

hanya digunakan sebagai atas nama untuk kepentingan Adik Tergugat II. 

Maka, pengalihan Hak Tanggungan yang akan dilakukan oleh Adik Tergugat 

II bisa dilakukan dengan 2 sistem yaitu sistem konvensional dan sistem 

elektronik seperti yang penulis jelaskan diatas. Untuk melakukan pendaftaran 

Pengalihan Hak Tanggungan, Adik tergugat II harus memenuhi syarat-syarat 

untuk mendaftarkan hak tanggungan tersebut. Jika Adik Tergugat II 

mendaftarkan Hak Tanggungan secara konvensional bisa langsung 

mendaftarkan di Kantor Pertanahan setempat, namun jika mendaftarkan 

melalui sistem elektronik atau Hak Tanggungan Elektronik dalam hal ini Adik 

Tergugat II harus menjadit penggunal terdaftari pada sistem Hak Tanggungan 

Elektronik (HT-el) dengan memenuhit persyaratanl diantaranya, mempunyait 

domisilil elektronik, surat keterangant terdaftarl di otoritast jasal keuangan, 

pernyataant pemenuhanl persyaratani dan kriteria serta persetujuani ketentuanl 

sebagait penggunat terdaftar, dan syarat lainnya yang ditentukant oleh 

kementrian. 

Menurut penulis, menggunakan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) 

lebih baik pada masanya dan mendatangkan faedah yang baik untuk negara, 
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pemiutang dan PPAT. Faedah yang beliau terima antaranya, sistem proses 

pengikatan dan pendaftaran hak tanggungan yang baik, cepat dan mudah, 

harga lebih handal dan kepastian undang-undang serta perlindungan undang-

undang bagi orang yang berhutang yang lebih cepat dan boleh dipercayai. 

Namun, menurut keluaran Keputusan No. 3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp bahawa 

isu ini bukan hak Tanggungan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkant analisisi yang penulisl uraikan pada bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pertimbangant hakimi dalam putusan Nomor 3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp, 

Hakim memutuskan mengabulkan sebagiant dani menyatakani tidaki dapati 

diterimai selaini dani selebihnya gugatan Penggugat. Gugatani yang tidaki 

bisa diterimai yaitu mengenail gugatanl Penggugat tentang memohon 

untuk mengeksekusii jaminani parai tergugati yangi dalami perkarai ai quoi 

Tergugatnyai adalahi tunggali dani tidak disertai dengan posita. Yangi 

menjadil masalaht dalami perkarai ini yaitu Tergugatl telah melakukanl 

Ingkart Janji (wanprestasi) yaitu tidakl membayari kewajibant atau 

prestasinyai sesuail dengan waktul yang telah ditentukan, yang 

menimbulkant kerugiani materiil sebesar Rp. 303.717.140,00 (Tiga ratus 

tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) terhadap Penggugat. Menurut 

penulis, Majelis Hakim sudah tepat dalam menetapkan putusannya dengani 

menghukumi Tergugati untuki membayari kerugiani materiili sejumlahi Rp.i 

303.717.140,00i (tigai ratusi tigai jutai tujuhi ratusi tujuhi belasi ribui seratusi 

empati puluhi ribui rupiah)i kepadai Penggugati dani menghukumi Tergugati 

untuki membayar biayai perkarai sejumlahi Rp.406.000,00i (iempati ratusi 

enami ribui rupiah). 
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2. Dalamt Perkara Putusan Nomor 3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp. merupakan 

bukan perkara hak tanggungan karena tergugat dalam perkara ini hanya 

digunakan sebagai atas nama untuk kepentingan adik Tergugat II untuk 

pembelian tanah beserta bangunan diatasnya. Dalam hal ini bukan 

termasuk Objek Hak Tanggungan. Apabila Tergugat akan mengalihkan 

hak tanggungan tersebut maka dilakukan peralihan hak tanggungan 

dengan mendaftarkani beralihnyal Hak Tanggungani pada Kantor 

Pertanahan berikut Akta Pembebanant Hakt Tanggungan dan Sertifikati 

Hak Tanggungan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitit yang diraih, penulisi memberikanl sarani sebagai 

berikut : 

1. Kepada pihak Bank (Penggugat) dalami melakukant sebuah perjanjiani 

pembiayaant dengan nasabahnyat hendaknyal lebiht berhati-hati. Banki 

perlu melakukanl evaluasi kinerjat dengan pihak karyawannyal supayat 

tidakl terjadi lagi miss komunikasit antar didalaml perusahaan, dan Banki 

perlu meningkatkani koordinasil dan manajement yang baik didalam 

perusahaani dalam menyikapil suatut informasi. Hal ini untukl 

menghindarit adanyal kasusi yang sama dikemudiani hari. 

2. bagi pihak Tergugati seharusnyai lebihi berhati-hati lagi dalami 

melakukant perbuatanl hukum, agar tidak terugikant dirinyat sendiri 

untukl kepentingani orang lain. 
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3. Bagi pelanggan yang ingin membuat akad pembiayaan murabahah, ia 

mestilah berdasarkan penghormatan dan kepuasan akad yang dinyatakan 

dalam akad. Jangan rosakkan majlis. 

4. bagi parat praktisi hukum yang mengadilil dan memutus perkara sengketa 

ekonomi harus lebih teliti agar putusannyang dikeluarkan dapat 

memberikan suatu keadilan bagi para pihak dan juga dapat dijadikant 

panutant terhadapl perkara serupat yang timbul dikemudiani hari. 

C. Kata Penutup 

Demikian karya tulis skripsi yang penulis susun. Apapunt yangt ada di 

dunial ini terlepas dari ketidaksempurnaan, maka saran dan kritik yangl 

membanguns untukt penulis sangat diharapkan demi perbaikant karyat ilmiahi 

ini. Semogal karyat tulisl ini dapati dikembangkani dan bermanfaati bagil kita 

semuai. Aamiint. 

 

 



 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Afandi, M. Yazid. Fiqh Muamalah . Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009 

Arikunto, Suharsimi . Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , Jakarta: 

Rineka Cipta, 1998 

Ashibly, Buku Ajar Hukum Jaminan,  Bengkulu: MIH Unihaz, 2018 

Asnawi, M. Natsir, Hermeneutika Putusan Hakim, Yogyakarta: UII Press, 2014 

Azizah,Nur, dkk, Pendaftaran Hak Tanggungan  Secara Elektronik (Studi di 

Kantor PPAT Wilayah Banjarmasin Utara), Notary Law Journal: Magister 

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung  Mangkurat 

Vol.1Issue 2 April 2022 

Bahsan, M, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: 

PT.RajaGrafindo Persada, 2008 

Brata, Sumardi surya. Metode Penelitian . Jakarta: Rajawali Press, 1992. 

Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya 

Departemen Agama RI. Al Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta : Yayasan 

Penyelenggara Penerjemah  Penafsir Al Qur’an. 2005 

Dillah, Suratman dan Philips. Metode Penelitian Hukum, cet.3, Bandung: 

Alfabeta, 2015 

Djamil, Faturrahman, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, 

Jakarta: Sinar Grafika, 2012 

Fakhriah, Efa Laela, Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan 

Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Mimbar 

Hukum: Vol. 25, No. 2, Juni 2013 

Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 

Firdaus, Atha. “Kesesuaian Akad Jual Beli Murabahah Pada Pembiayaan KPR 

Denan Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus BRI 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Ajibarang Banyumas)”, Skripsi 

Purwokerto: IAIN Purwokeroto, 2018 



 

 

Fu, Yulin, Small Claim And Summary Procedure In China, Brics Law Journal, 

Vol.1, Issue , 2014 

Gumelar, Wahyu. “Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 

0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah Nomor 

: 105/MSA/IV/07 Di Pengadilan Agama Purbalingga’, Skripsi ,Salatiga: 

IAIN Salatiga,2017 

Hakim, Lukmanul dan Amelia Anwar, “Pembiayaan Murabahah pada Perbankan 

Syariah dalam Perspektif Hukum Indonesia”, Al-Urban: Jurnal Ekonomi 

Syariah dan Filantropi Islam, Vol.1, No.2, Desember 2017 

Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. 

Hasan, Burhanudin dan Harimanto Sugiono, Hukum Acara dan Praktek Peradilan 

Perdata, Cet.I , Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015 

H.R, Muslim, Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah bin Musa Al-

Khasrujurdi Al-Baihaqi, Ma’rifatus-Sunan wal-Atsar lil-Baihaqi, juz 9, 

hlm.161. Diunggah dari dalam paket e-book: al-Maktabah Syamilah. 

 

Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibn Majah 

(tp: Maktabah Abi al-Mu’athi,t.t), III: 305,hadis nomor 2185. 

 

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: 

Banyumedia, 2008 

Imama, Lely Shofa, Konsep Dan Impementasi Murabahah Pada Produk 

Pembiayaan Bank Syariah, Jurnal Iqtishadia Vol.1 No.2 Desember 2014 

Irawan, Mul, Edi Hudiata, Sri Gilang Muhammad, Implementasi Small Claim 

Court Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan 

Agama, 2018 

Juliawan, I Putu Eka dan I Made Dedy Priyanto, “Wanprestasi Dalam Perjanjian 

Pengaturan Barang  dan Jasa”, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 9 No.9, 2020, 

hlm.6 

 

Jurnal oleh Tim Peneliti Pusat Studi Hukum Islam Ekonomi dan Kebijakan Publik 

Fakultas Hukum UNPAD tentang  Small Claim Court. 

Ketentuan tentang Mekanisme Pendaftaran Gugatan Sederhana dapat dirujuk 

Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 

KUH Perdata Pasal 1354 



 

 

Maarif, Syamsul. MA Mengakhiri Hukum Kolonial Belanda ,Jurnal Harian Asia, 

12 Oktober 2015 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Profil Pengadilan Agama Tais” 

https://www.pa-tais.go.id/  

Mardatillah, Maida. Sejumlah Perubahan Dalam Perma Gugatan Sederhana Mulai 

Kenaikan nilai objek gugatan maksimal Rp.500 juta, dikenalnya putusan 

verstek, verzet, dikenalnya sita jaminan, hingga eksekusi putusan, Hukum 

Online, diakses pada Rabu, 28 Agustus 2019. 

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2011 

 

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , Mataram: Mataram University  Press, 

2020 

Musjtari, Dewi Nurul , Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dengan Jaminan 

Hak Tanggungan Dalam Praktik Perbankan Syariah, Yogyakarta: Parama 

Publishing, 2016. 

Nurhayati, “Aqad Al-Ba’I Murabahah Menurut Al-Qur’an, Fatwa MUI dan Hadist 

Pada Praktik Akad Bai Al-Murabahah Di Perbankan Syariah”, Jurnal 

Akutansi, Vol.18 No. 1, 2017 

 

Nurnasrina dan Adiyes Putra, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Pekanbaru: 

Cahaya Firdaus, 2018 

Peraturan Mahkamah Agunng  No 1 Tahun 2016 tentang  Mediasi 

Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian 

Gugatan Sederhana, diakses pada Jum’at, 9 Desember 2022. 

 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Pasal 9-15 Nomor 5 Tahun 2020 Tentang  Pelayanan 

Hak Tanggungan Terinterogasi Secara Elektronik 

Prabowo, Bagya Agung, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan 

Syariah, Yogyakarta: UII press, 2012. 

Prabowo, Bagya Agung, “Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah 

(Analisa Kritis Akad Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di 

Indonesia dan Malaysia”, Jurnal Hukum,Vol.16 no.1, Januari 2019 

 

Rasyid, Abdul.  Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Publik of 

Faculty Members, Januari 2017 



 

 

Sa’adah, Nurus. Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Ekonomi Syariah di 

Pengadilan Agama Surakarta tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan), 

Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta,2017) 

Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp. 

Suadi, Amran.  Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Kaidah dan 

Hukum, Jakarta: Kencana, 2018 

Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2009 

Suretno, Sujian, “Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an”, Ad-Deenar: Perbankan 

Syariah, Vol.2 No. 1, 2018 

Suwikyo, Dwi. Pengantar Akuntansi Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 

Tim penterjemah al-Qur’an Departemen Agama RI, Al- Qur’an Tajwid 

 

Tobing, Rudyanti Dorotea, Hukum Perjanjian Kredit, Konsep Perjanjian Kredit 

Sindikasi Yang Berdasarkan Demokrasi Ekonomi, Cet. 1, Surabaya: 

Laksbang Pressindo, 2014. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  4 Tahun 1996 tentang  Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan 

Tanah 

Wiranti, Yenni. Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syariah, Jurnal Hukum Islam, Vol.20, No.2 Desember 2020 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
  



 

 

Lampiran 1 Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 3714/Pdt.G.S/2019/ 

PA Clp 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

  



 

 

Lampiran 2 SuratPernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing 

 
 

 

  



 

 

Lampiran 3 Blanko Bimbingan Skripsi 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal 

 
 



 

 

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar Komprehensif 

 
 

 

 



 

 

Lampiran 6 Sertifikat KKN 

 
 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 7 Sertifikat PPL 

 

 
 

 Lampiran 8 Sertifikat Aplikasi Komputer 

 
 



 

 

Lampiran 9 Sertifikat Bahasa Arab 

 
 

 



 

 

Lampiran 10 Sertifikat Bahasa Inggris 

 
 

 



 

 

Lampiran 11 BTA PPI 

 
 



 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. Identitas Diri 

1. Nama Lengkap  : Khoerotun Nisa 

2. NIM   : 1817301061 

3. Fakultas   : Syari’ah 

4. Program Studi  : Hukum Ekonomi Syari’ah 

5. Tempat/Tgl. Lahir  : Cilacap, 13 November 2000 

6. Alamat Rumah  : Cinyawang Rt.03/04 kecamatan Patimuan 

Kabupaten Cilacap 

7. Telepon   : 083195075070 

8. Email   : khoerotunnisa015@gmail.com 

9. Nama Ayah  : H. Sodikin 

10. Nama Ibu   : Hj. Watini 

B. Riwayat Pendidikan 

1. MI Nurul-Huda Cinyawang : 2012 

2. SMP Negeri 1 Patimuan  : 2015 

3. MA MINAT Kesugihan Cilacap : 2018 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk 

menjadikan periksa dan digunakan seperlunya. 

 

Purwokerto, 8 Juni 2023 

Yang mengajukan  

 

Khoerotun Nisa 

Nim. 1817301061 


